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ABSTRAK

Ariyanti Septy Riyandini. 2025, SKRIPSI. Judul : “Pengaruh Fearing Tax, Edukasi
Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kebijakan Pemadanan NIK menjadi
NPWP Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Malang”
Pembimbing : Fatmawati Zahroh, M.S.A
Kata Kunci . Fearing Tax , Edukasi Perpajakan , Pengetahuan
Perpajakan, Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP,
Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang berperan
dalam pembangunan dan stabilitas ekonomi. Namun tingkat kepatuhan wajib pajak
masih menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, edukasi
perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan perpajakan menjadi faktor
penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh fearing tax, edukasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan
kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Structural
Equation Modeling SEM) melalui perangkat lunak SmartPLS 4.0. Sampel penelitian
ini terdiri dari wajib pajak UMKM di Kota Malang yang telah memiliki NPWP dan telah
melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Hasil analisis menunjukkan bahwa fearing
tax berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan
ketakutan kebocoran data, kompleksitas perpajakan dan kurangnya pemahaman dapat
mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak. Selain itu edukasi perpajakan dan
pengetahuan perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap penurunan
ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan sosialisasi dan
pemahaman kebijakan pemadanan dapat mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah dalam merancang
kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan pajak. Pemerintah
diharapakan dapat memperkuat edukasi perpajakan serta memastikan bahwa kebijakan
pemadanan NIK menjadi NPWP tidak menimbulkan kekhawatiran bagi wajib pajak.
Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat meningkat dan penerimaan negara dapat
dioptomalkan.
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ABSTRACT

Ariyanti Septy Riyandini. 2025, THESIS. Title : “The Effect of Fearing Tax, Tax
Education, Tax Knowledge and NIK Matching Policy To NPWP on Taxpayer Non-
Compliance of MSMEs in Malang City”

Supervisor : Fatmawati Zahroh, M.S.A

Keywords : Fearing Tax, Tax Education, Tax Knowledge, NIK-NPWP
Policy, Taxpayer Non-Compliance

Tax is one of the main sources of state revenue that plays a role in economic
development and stability. However, the level of taxpayer compliance is still a
challenge in optimizing tax revenue. Therefore, tax education and tax knowledge of
tax policies are important factors in increasing tax compliance. This study analyzes the
effect of fearing tax, tax education, tax knowledge, and NIK to NPWP matching
policies on Taxpayer Non-Compliance.

This study uses a quantitative method with the Structural Equation Modeling (SEM)
approach through SmartPLS 4.0 software. The sample of this study consisted of
MSME taxpayers in Malang City who already had NPWP and had matched NIK to
NPWP. The analysis results show that fearing tax has a significant effect on taxpayer
non-compliance, which indicates fear of data leakage, tax complexity and lack of
understanding can affect taxpayer non-compliance. In addition, tax education and tax
knowledge have a significant impact on reducing taxpayer non-compliance. This
shows that increasing socialization and understanding of matching policies can reduce
taxpayer non-compliance.

The findings of this study provide implications for the government in designing
more effective policies to improve tax compliance. The government is expected to
strengthen tax education and ensure that the policy of matching NIK to NPWP does
not cause concern for taxpayers. Thus, tax compliance can be increased and state
revenues can be optimized.
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara,
sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi krusial dalam mencapai tujuan fiskal dan
menjaga stabilitas ekonomi. Di Kota Malang sendiri, UMKM menjadi tulang
punggung kegiatan ekonomi masyarakat. Namun demikian, kepatuhan pajak dari
pelaku UMKM masih menjadi tantangan serius dalam optimalisasi penerimaan
negara dari sektor ini. Ketidakpatuhan wajib pajak, khususnya dari kalangan
UMKM, dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari aspek psikologis,
edukatif, maupun administratif. Salah satu aspek psikologis yang menarik untuk
dikaji adalah fearing tax,yaitu ketakutan atau kecemasan yang dirasakan wajib
pajak terhadap kewajiban perpajakan yang mereka hadapi. Ketakutan ini dapat
muncul akibat kompleksitas sistem perpajakan, kebocoran data dan kurangnya
pemahaman wajib pajak.

Fearing Tax dapat digunakan oleh negara untuk mempertahankan
kekuasaan dan kontrol. Ketakutan yang disosialisasikan ini dapat berdampak pada
persepsi orang tentang negara dan tuntutannya, termasuk pajak. Ketika seseorang
merasa takut atau terancam, mereka mungkin lebih memilih untuk patuh pada
tuntutan negara, seperti kewajiban pajak, untuk mencari keamanan dan melindungi
diri dari bahaya yang mereka anggap mungkin terjadi (Dulger, 2022). Dalam
konteks kepatuhan pajak, pesan-pesan yang menimbulkan ketakutan justru dapat

menghambat wajib pajak untuk patuh. (Trawule et al., 2022).



Fearing tax dapat secara signifikan mempengaruhi tingkat ketidakpatuhan diantara
wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Viliona et al, 2021) kerumitan pajak
yang memicu ketakutan pada wajib pajak berpengaruh negatif dengan kepatuhan
pajak. Kesadaran memenuhi tanggung jawab pajak melampaui pertimbangan
teknis mencakup aspek-aspek seperti tarif pajak yang berlaku ,penegakan hukum
sebagai manifestasi dari pelaksanaan undang-undang perpajakan, dan penyediaan
layanan kepada wajib pajak berkontribusi pada pendapatan negara. Selain itu,
tingkat kepatuhan terhadap undang-undang pajak oleh wajib pajak bergantung pada
motivasi intrinsik wajib pajak(Latofah & Harjo, 2020). Kapasitas dan
kecenderungan wajib pajak untuk mematuhi Undang-Undang Perpajakan,
melaporkan pendapatan mereka dengan presisi setiap tahun dan mengirimkan pajak
baik sukarela atau tidak sengaja disebut sebagai kepatuhan pajak (Pihany &
Andriani, 2022). Persepsi dan perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh data yang
dikumpulkan dari berbagai sumber. Studi menunjukkan bahwa ada banyak
interpretasi karena tingkat kepatuhan pajak yang berbeda. Semua wajib pajak yang
berkewajiban membayar pajak menghadapi dilema mematuhi atau menyimpang
dari peraturan perpajakan. Jika wajib pajak gagal menyerahkan laporan pajak tepat
waktu, mereka akan mendapatkan sanksi, yang kemudian menyebabkan penurunan
terhadap pendapatan. Dalam keadaan seperti itu, wajib pajak harus menunjukkan
prinsip integritas, yang mendasari kerangka perpajakan. (Sonjaya, 2024). Bayang-
bayang ketidakpastian, ketakutan, kompleksitas aturan perpajakan dan kurangnya
pemahaman tentang pajak seringkali menjadi penghalang bagi kepatuhan wajib

pajak. Dalam konteks ini, Teori Atribusi menjadi landasan teoritis yang relevan



untuk memahami penyebab dari perilaku ketidakpatuhan tersebut. Teori atribusi,
sebagaimana dijelaskan oleh Kelley dan Michela (1980), adalah teori yang
menjelaskan bagaimana seseorang mencari tahu penyebab dari suatu peristiwa atau
tindakan. Teori ini menjawab pertanyaan “mengapa” suatu perilaku muncul,
terutama ketika individu mencoba memahami faktor-faktor yang mendorong atau
menghambat tindakan mereka. Dalam konteks perpajakan, teori atribusi membantu
memetakan faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan, termasuk faktor eksternal
seperti tekanan sosial, ketidakpercayaan terhadap otoritas pajak, dan ketakutan
terhadap dampak kebijakan(Romadhon et al., 2020). Edukasi perpajakan dan
pengetahuan perpajakan memiliki peran sangat penting dalam mengatasi masalah
ini, memberikan informasi yang akurat, jelas, dan relevan, edukasi dapat membantu

wajib pajak memahami manfaat pajak, dan konsekuensi ketidakpatuhan.

Dalam konteks ini, penerimaan pajak yang optimal sangat diperlukan untuk
mendukung negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melaksanakan berbagai
inisiatif yang bertujuan untuk menambah penerimaan pajak, salah satunya adalah
meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui edukasi perpajakan (Arbisani, 2021).
Pengetahuan perpajakan yang memadai adalah kunci wajib pajak untuk bertindak
untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Azhari, 2023). Indonesia menganut sistem
Self Assessment yang memberikan otonomi kepada wajib pajak untuk secara
mandiri menghitung, membayar, melaporkan pajak terutang, untuk mencapai
tujuan meningkatkan kepatuhan pajak dan menjadikan wajib pajak sebagai mitra

aktif dalam membangun negara. Namun, adanya ketidakpatuhan wajib pajak yang



dilakukan untuk menghindari kewajiban menjadi salah satu tantangan di Indonesia

(Hanapi, 2022).

Berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang edukasi
perpajakan maka Direktorat Jenderal Perpajakan mengeluarkan Surat Edaran

Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ/2021 tentang edukasi perpajakan :

“Setiap upaya dan proses dalam mengembangkan seta meningkatkan potensi
warga negara (jasmani, rohani dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku
kesadaran perpajakan yang tinggi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan
perpajakan serta peningkatan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku
masyarakat Wajib Pajak agar terdorong untuk paham, mampu, sadar, peduli dan
berkontribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Edukasi
Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak melalui pengetahuan
perpajakan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta
meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku masyarakat wajib
pajak. Kegiatan edukasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan
melalui perubahan perilaku menggunkan kegiatan edukasi perpajakan melalui
metode, yaitu penyuluhan secara aktif seperti kelas pajak, seminar, sarasehan dan
lain-lain”. Namun, seringkali masih ditemukan adanya ketidakpatuhan wajib
pajak, seperti anggapan bahwa beban pajak terlalu tinggi. Edukasi perpajakan
bertujuan untuk memberikan edukasi terkait pengetahuan perpajakan yang
bertujuan untuk menurunkan ketidakpatuhan wajib pajak. Darmian L.,(2022) yang

menyatakan bahwa edukasi perpajakan yang komprehensif memainkan peran



penting dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang
perpajakan. Dengan pemahaman yang lebih baik, kekhawatiran, ambiguitas dan
ketidakpastian yang sering dialami oleh wajib pajak dapat menurunkan
ketidakpatuhan wajib pajak. Pada akhirnya edukasi perpajakan yang efektif
mampu mendorong terciptanya perilaku yang patuh terhadap kewajiban
perpajakan, sekaligus membangun kesadaran dan kepercayaan terhadap sistem
perpajakan yang berlaku.

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan dasar yang dimiliki oleh wajib
pajak tentang undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pajak. Dengan
memahami pajak, wajib pajak akan lebih taat dan patuh dalam kewajiban pajaknya.
Pengetahuan perpajakan mencakup informasi yang digunakan sebagai dasar untuk
mengambil tindakan (Azhari, 2023). Menurut beberapa peneliti, Kondisi dimana
wajib pajak telah dipenuhi dan patuh terhadap undang-undang dengan
melaksanakan segala hak dan kewajiban yang mengikat dapat didefinisikan
sebagai kepatuhan pajak (Silaban, 2022). Menurut peneliti Oladipupo tahun 2016,
berbagai faktor berpengaruh terhadap wajib pajak dalam rangka peningkatan
kepatuhan pajak, antara lain faktor-faktor yang berpengaruh rendah pada tingkat
kepatuhan pajak di negara-negara berkembang yaitu beberapa diantaranya adalah
sikap atau perilaku, hukuman atau sanksi, pengetahuan, pendapatan, tidak patuh
dan ketidakefektifan administrasi dalam perpajakan (Suparyanto, 2020). Menurut
(Destia & Nurdin, 2022) bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan berpengaruh

positif secara signifikan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini



semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin rendah
tingkat ketidakpatuhan wajib pajak

Era Society 5.0 yang dinamis, pemerintahan Indonesia berlomba-lomba
menginovasi layanan administrasi dengan mengadopsi teknologi yang lebih
modern. Salah satu inovasinya adalah penggunaan Nomor Identitas Tunggal (Single
Identity Number) yang mengintegrasikan data kependudukan secara komprehensif.
NIK seringkali dipadukan dengan identifikasi biometrik seperti sidik jari dan iris
mata, menawarkan potensi besar dalam meningkatkan keamanan nasional dan
kesejahteraan sosial. Namun, ditengah berbagai manfaatnya penting untuk
senantiasa memprioritaskan perlindungan privasi data individu (Soemartono et al.,
2023). Di Indonesia, pelaksanaan integrasi data identitas kependudukan telah
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
dimana data Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan satu-satunya data yang
dapat digunakan untuk berbagai keperluan penduduk Indonesia. Saat ini beberapa
sektor pemerintahan di Indonesia membuat identitas khusus, seperti Ditjen
Dukcapil, Imigrasi, NPWP, Paspor dan lain-lain. Terlalu banyaknya identitas
khusus di setiap sektor pemerintah menyebabkan keluhan masyarakat, sehingga
muncul saran agar beberapa kartu identitas khusus untuk digabungkan, salah
satunya adalah kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, wajib
pajak diwajibkan memiliki NPWP sebagai identitas dalam administrasi perpajakan.

KPP Pratama menghimbau wajib pajak untuk melakukan pemadanan NIK dengan



NPWP, yang menjadi data identitas wajib pajak Orang Pribadi, sesuai dengan
peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022.
Pemadanan NIK menjadi NPWP, direncanakan mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2024, namun dengan adanya peraturan terbaru, tenggat waktu diperpanjang
hingga 30 Juni 2024. Proses ini dapat dilakukan dengan memvalidasi NIK sebagali
NPWP  (Asnifah & Fahriani, 2024). Apabila wajib pajak tidak melakukan
pemadanan hingga batas yang ditentukan, maka akan dianggap tidak memiliki
NPWP, dampaknya akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 20% dibanding tarif
normal. Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP merupakan langkah strategis
yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
administrasi perpajakan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengembangkan
basis pajak yang komprehensif dengan menggabungkan informasi demografis
dengan catatan perpajakan dan menetapkan sistem Single Identity Number (SIN),
sehingga memfasilitasi penerapan nomor identitas tunggal untuk beberapa fungsi

administrasi.

Seperti yang ditunjukkan oleh CNBC Indonesia, DJP di kementerian
keuangan telah mengungkapkan bahwa sebanyak 73.777 juta Nomor Induk
Kependudukan yang ditetapkan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, telah berhasil
melakukan pemadanan. Dari total ini, masih ada 674 ribu orang yang belum
menyelesaikan pemadanan ini paling lambat 30 Juni 2024. Batas waktu ini
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022. Sementara
itu, wilayah Malang Raya, integrasi NIK ke NPWP telah mencapai 75% dengan

596.482 wajib pajak yang telah melakukan validasi. Data ini merupakan



rekapitulasi dari 6 KPP Pratama pada wilayah Malang Raya, pada tanggal 1 Juli
2024, Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan sepenuhnya diimplementasikan
sebagai NPWP untuk perorangan penduduk, sedangkan NPWP 16 digit akan
ditunjuk untuk individu swasta non-residen, badan pemerintah dan lembaga.
Perilaku wajib pajak dalam kerangka perpajakan berkaitan dengan setiap
kegiatan yang dilakukan oleh individu atau entitas perusahaan dalam pelaksanaan
tanggung jawab fiskal. Setiap tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak , termasuk
terhadap kebijakan NIK menjadi NPWP, akan secara signifikan mempengaruhi
interpretasi dan pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan. Menurut teori perilaku
terencana (Ajzen, 1991), pemahaman perpajakan berkaitan dengan kepercayaan
perilaku,ini menjelaskan jika perilaku seseorang akan mempengaruhi harapan
mereka tentang sikap dengan memahami tindakan dan hasil yang mereka lakukan
(Permata & Zahro, 2022).Pernyataan ini selaras dengan tingkat kepatuhan pajak
menurut Dirjen Pajak masih merupakan hal yang kompleks karena diperlukan
pendekatan yang komprehensif agar setiap wajib pajak dapat memenuhi kewajiban
perpajakannya. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah Indonesia telah
menerapkan kebijakan pemadanan NIK dengan NPWP, melalui edukasi perpajakan
dan memberikan pengetahuan perpajakan yang intensif, agar wajib pajak lebih
memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Edukasi perpajakan
merupakan langkah efektif dalam mensosialisasi dan menciptakan kepatuhan wajib
pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu dan studi terbaru , edukasi perpajakan
terbukti efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menggarisbawahi

pentingnya program edukasi perpajakan yang komprehensif (Wijaya et al., 2024).



Apabila seseorang ingin memiliki keinginan untuk mempelajari suatu peaturan dan
kententuan perpajakan maka pengetahuan perpajakan wajib pajak akan

bertambah(Azhari, 2023).

Maka dari itu, pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan pemadanan NIK
menjadi NPWP tidak selalu berjalan dengan mulus. Salah satu kendala utama dalam
menambah pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan adalah kesadaran
yang tidak memadai. Perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban fiskal
mereka sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya termasuk fearing tax
mengarah pada kebocoran data hingga ketidakadilan perpajakan yang secara
kolektif memotivasi wajib pajak untuk menghindari tanggung jawab akan
kewajibannya norma sosial yang kurang mendukung, kompleksitas prosedur dan
kurangnya motivasi wajib pajak semakin memperkuat perilaku ketidakpatuhan
pada kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP.Ketidakpatuhan wajib pajak
adalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan,
karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk
melakukan tindakan pelalaian pajak (Diratama dkk., 2022).

Persepsi bahwa pemadanan NIK menjadi NPWP berpotensi menyebabkan
kebocoran data pribadi telah memicu kekhawatiran signifikan dikalangan wajib
pajak. Meskipun integrasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan
perpajakan, rasa khawatir akan keamanan data pribadi yang sensitif, seperti data
penghasilan, terus menjadi penghalang utama. Wajib pajak merasa enggan untuk
sepenuhnya mendukung kebijakan ini karena takut data pribadi disalahgunakan

untuk tujuan yang merugikan, baik dalam konteks perpajakan maupun lainnya



(Amila & Qadri, 2023). Studi kasus reformasi pajak besar-besaran tahun 1986
menunjukkan dampak pengaruh sikap wajib pajak terhadap ketakutan pajak.
Reformasi ini menghasilkan secara signifikan menaikkan pajak bagi sebagaian
orang dan menurunkan bagi yang lain, namun total penerimaan pajak tetap.
Perubahan pajak yang drastis ini mempengaruhi perilaku wajib pajak berdasarkan
sikap mereka terhadap kewajiban, kepercayaan dan ketakutan pajak (Scholz &
Lubell, 1998).

Urgensi dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat perilaku kepatuhan
pajak akibat fearing tax yang dapat peneliti kembangkan intervensi yang tepat
untuk mengubah perilaku wajib pajak dan meningkatkan kesadaran akan
pentingnya Kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP. Kompleksitas aturan
perpajakan dan pengaruh fearing tax yang sering dikaitkan dengan kepatuhan wajib
pajak, penelitian ini penting untuk merumuskan dan mengembangkan alat ukur
yang lebih baik untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dan mengevaluasi
efektivitas program edukasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan.

Gambar 1.1

Jumlah Usaha UMKM menurut Kecamatan di Kota Malang

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit)

Kecamatan di Kota Malang

Kedungkandang

Sukun 1.462 1.478 6.0m
Klojen 868 875 3.850
Blimbing 1.459 1.479 5.347
Lowokwaru 2339 3.019 9.448
KOTA MALANG 6.983 7.920 29.058

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024
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Objek penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku
UMKM di Kota Malang yang telah menunjukkan perkembangan pesat.
Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota
Malang, jumlah UMKM yang telah terdaftar mencapai 29.058 pelaku usaha,
menjadikan sektor ini sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Pemilihan pelaku UMKM sebagai objek penelitian didasarkan pada peran
strategisnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga
kerja, baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun demikian, kelompok ini sering
kali menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan pajak, antara lain disebabkan oleh
rendahnya literasi dan edukasi perpajakan, serta adanya rasa takut atau
kekhawatiran dalam menjalankan kewajiban perpajakan (fearing tax), yang pada
akhirnya dapat mendorong terjadinya ketidakpatuhan. Seiring dengan
diberlakukannya kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai
pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP), pelaku UMKM yang berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi
diwajibkan untuk melakukan pemadanan sebagai bagian dari upaya integrasi data
dan penyederhanaan administrasi perpajakan. Proses ini dapat dilakukan secara
daring melalui laman resmi DJP dan umumnya dilakukan bersamaan dengan
pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Oleh karena itu, penelitian ini
secara khusus mengambil subjek Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di
Kota Malang yang telah memiliki NPWP dan melakukan pemadanan NIK, guna
mengetahui pengaruh fearing tax, edukasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan

kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP terhadap tingkat ketidakpatuhan pajak.
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Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana fearing tax
berkontribusi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak yang tercermin dalam sikap dan
tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Diharapkan dapat diketahui apakah
tingkat ketidakpatuhan wajib pajak melalui edukasi perpajakan dapat mengurangi
ketakutan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini
memiliki keunikan dalam menganalisis pengaruh fearing tax ,edukasi perpajakan,
pengetahuan perpajakan dan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP terhadap
tingkat ketidakpatuhan perpajakannya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat
dihasilkan rekomendasi yang relevan bagi wajib pajak untuk meningkatkan
efektivitas program edukasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan, sehingga
dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan yang lebih tinggi dalam memenuhi
kewajiban perpajakan.Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dengan ini peneliti
ingin meneliti dengan judul Pengaruh Fearing Tax ,Edukasi Perpajakan,
Pengetahuan Perpajakan, Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP

Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dipaparkan, penelitian ini bertujuan

untuk menjawab atas pertanyaan- pertanyaan berikut :

1. Apakah fearing tax berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan wajib

pajak UMKM Kota Malang?
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2. Apakah edukasi perpajakan berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan

wajib pajak UMKM Kota Malanng ?

3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap

ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang ?

4. Apakah kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP berpengaruh positif

terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah

disampaikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh fearing tax terhadap ketidakpatuhan wajib pajak

UMKM Kota Malang

2. Mengetahui pengaruh edukasi perpajakan terhadap ketidakpatuhan wajib

pajak UMKM Kota Malang

3. Mengetahui pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan

wajib pajak UMKM Kota Malang

4. Mengetahui kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP berpengaruh

terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang.
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1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoritis tentang ketidakpatuhan
wajib pajak dalam merespon pengaruh fearing tax , edukasi perpajakan,
pengetahuan perpajakan dan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP pada

UMKM Kota Malang Malang.

b. Manfaat Empiris

Menyediakan data dan informasi melalui edukasi perpajakan dan pengetahuan
perpajakan yang relevan tentang analisis perilaku wajib pajak pada UMKM

Kota Malang.

c. Implikasi Kebijakan

Digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan perbaikan atau pengembangan

terkait edukasi perpajakan dan kebijakan terkait.

d. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada
instansi tersebut ,untuk meningkatkan motivasi wajib pajak dalam menjalankan
kebijakan terbaru melalui edukasi perpajakan dan realisasinya pada UMKM

Kota Malang.
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e. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dalam memperluas wawasan Wajib Pajak dan
pembaca dalam bidang perpajakan dan dapat digunakan sebagai sarana
referensi bagi mahasiswa atau peneliti lainnya yang hendak melakukan

pengamatan secara detail terkait permasalahan yang sama.

f. Manfaat Bagi Peniliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peniliti yang
mengimplementasikan ilmu akuntansi, dalam hal ini ilmu perpajakan yang
dipelajari pada bangku kuliah dan memperluas wawasan peniliti tentang

pengetahuan perpajakan dan kebijakan-kebijakan terbaru perpajakan.
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BAB |1

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada berbagai studi sebelumnya,baik dalam hal jenis,

metode maupun teori yang diterapkan. Selain itu, hal ini juga berfungsi juga untuk

memperkaya referensi penulis terkait topik yang dibahas. Berikut penulis paparkan

hasil-hasil penelitian terdahulu pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

NO [ Nama, Tahun, Variabel dan Metode/Analisis Hasil Penelitian
Judul Penelitian | Indikator atau Data
Fokus Penelitian
1 Asmahani Mohd | Tax Quantitative . The study found
Hanapi, 2022. Knowledge,Ethics that tax knowledge
Determinant of ,Goverment had a correlation
Tax Non- Quality, Tax Non- coefficient 0f 0.275
Compliance Compliance. (t = 1529, p =
Among 0.137), indicating
Taxpayer. no significant
relationship
between tax

knowledge and tax
non-compliance.
Therefore, the first
hypothesis  (H1)
was not supported.
This suggests that
merely having
knowledge about
tax regulations
does not
necessarily lead to
compliance among
taxpayers.
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The second
hypothesis  (H2)

predicted a
negative
relationship
between ethics and
tax non-

compliance. The
regression analysis
revealed a
significant
negative
relationship, with a
coefficient value of
0.378 (t = 2.897, p
= 0.007). This
indicates that
higher ethical
standards among
taxpayers are
associated with
lower levels of tax
non-compliance.
The findings align
with the notion that
societal norms and

moral behavior
significantly
influence
compliance
behavior

The study also
examined the
impact of

government quality
on tax non-
compliance. The
results  indicated
that  government
quality had a

significant
relationship  with
tax non-
compliance,

contributing to the
overall
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understanding  of
taxpayer behavior.
The adjusted R2

value of 0.201
suggested that
20.1% of the
variance in tax

non-compliance
could be explained
by the combined
effects of ethics
and  government
quality.

Triyuni
Soemartono,
Sarida Minami,
Kurnia Sari Dewi
dan Roosnelly

Validity of NIK
and NPWP data,
adjustment of tax
service systems,
stakeholder

A mixed-methods
approach IS
employed, and
the analysis is
conducted using

1. Integration of NIK
and NPWP in
indonesian has been
progressing smoothly.

Wahyuning support. Soft  Systems | 2. The integration is
Setorini, Methodology expected to increase
2023,Challenges (SSM) the number of taxpayer
Of Coordination and  enhance the
and Public government’s  fiscal
Understanding In capacity, particularly
Implementing in terms of income tax
NIK and NPWP payments

Integration .

Policies 3. Despite the
successful
implementation,
challenges remain,
such as the need for
coordination and
synergy among related
sectors and differences
in public
understanding

Yulius Kurnia Taxpayer The 1. Tax sanctions

Susanto, Isabella | Compliance, Tax | dissemination of positively

Fiorita, 2023, Knowledge and questionnaires to influence taxpayer

Taxpayer Awareness, individual compliance

Compliance : Digital Tax taxpayers 2. Taxation

Taxpayer Services engaged in self knowledge  does
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Behavior employment or not directly affect
Analysis and Tax freelance work taxpayer
Awareness As A and residing in compliance.
Mediating In Jakarta, . The concept of tax
Indonesian” Indonesian, was awareness  Serves
conducted as a mediating
utilizing a variable within the
convenience nexus between tax
sampling knowledge and
methodology. taxpayer
compliance,
suggesting that tax
knowledge in
isolation may not
suffice to engender
compliance,
however, it
pOssesses the
capacity to
augment tax
awareness, which
subsequently
fosters compliance.
Karnit Malka Social Aversion Quantitative data . The Study
Tiv, 2023, “Role | impact,personal discovered  that,

of Social
Aversion in the
Motivations for
Tax
Compliance”.

values as a
motivator, general
attitudes toward
tax evasion.

with an average
score of 3.81 and
standard deviation

off 0.99,
participants
intention to pay

taxes was strong

. A connection exists

between the
societal disdain for
tax dodgers and the

willingness to
fulfill tax
obligations,

showcase that

social disapproval
can sway tax
adherence.

. Fear of tax. Or the

fear of  being
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caught and
punished for tax
evasion, is a factor
that influences tax
compliance

Po Sing Hiong,
2022, “BIG
DATA : NIK =
NPWP”

Tax Ratio, Tax
Revenue targets,
tax compliance,
human resources
in tax authorities

Qualitative
Analysis and
Quantitative
analysis

. This indicates a

pressing need for
improvements  in
tax collection and
compliance

strategies to
enhance  revenue
generation for the
government.

. The existing low

tax ratio suggests
that there are many
leakages in tax
revenue. The
integration of NIK
as NPWP aims to
expand the tax base
and improve
compliance, which
could help meet
revenue targets.

Neldi Darmian L,
2021,
Optimalisasi
Edukasi
Perpajakan
Melalui Konten
Digital Sebagai
Upaya
Peningkatan
Kepatuhan Wajib
Pajak (Studi
Kasus pada
Mahasiswa di
Kota
Yogyakarta)”

Penggunaan
konten digital,
Pemahaman
Media Digital,

Kepatuhan Pajak.

Snowball
Sampling

Secara signifikan
penggunaan
konten digital
meningkatkan
kepatuhan wajib
pajak di kalangan

mahasiswa.
Pemahaman
terhadap media
digital adalah
faktor kunci
dalam

meningkatkan
kepatuhan pajak.
Intensitas layanan

digital yang
disediakan oleh
otoritas DJP
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terbukti memiliki
efek positif pada
kepatuhan pajak.

Amalia Pemahaman Kualitatif 1. Hasil peningkatan
Ayuningtyas, Media Digital, kepatuhan  wajib
Imahda Khoiri Kepatuhan Wajib pajak melalui NIK
Furgon, 2023, Pajak, dengan NPWP
“Integrasi NIK Penggunaan menggunakan
menjadi NPWP Konten Digital, Single Identity
Dengan Sistem Teori Perilaku Number.
Single Identity Terencana . Penggunaan NIK
Number (SIN) menjadi NPWP
guna akan meningkatkan
meningkatkan jumlah wajib pajak
kepatuhan pajak” dalam lima tahun
setelah  kebijakan
ini diterapkan
. Integrasi NIK
menjadi NPWP
dapat
meningkatkan
penerimaan pajak
secara signifikan
melalui  kebijakan
ini.
Christian Kepatuhan pajak, | Kualitatif . Kompleksitas
Alessandro kompleksitas pajak tidak
Noreen, Ari Budi | pajak, tingkat berdampak

Kristanto, 2021,
“Kepatuhan di
tengah
Kompleksitas
Pajak : Apakah
literasi memiliki
Peran?”

literasi

signifikan pada
kepatuhan pajak

. Pentingnya
peraturan
perpajakan  yang
jelas dan
pendidikan  wajib
pajak yang

berkelanjutan
ditekankan untuk
meningkatkan
kepatuhan dan
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pengumpulan
pendapatan.
Implikasi  teoritis
menunjukkan
bahwa
kompleksitas pajak
mungkin masih
memiliki pengaruh

negatif pada
kepatuhan pajak.

9 | Nelly Ayu Novia, | Single Identity Penelitian ini Single  Identity
Fheni Dheniati, Number, menggunakan Number dan
M.Yoan Eka Pengetahuan dan | metode campuran pemahaman
Putra, Roaina pemahaman (mixed method), perpajakan  dapat
Amelia dan perpajakan, peran | kuantitatif memberikan
Linda Hetri preferensi risiko, | sebagai data pengaruh  positif
Suriyanti, 2023, | tingkat efektivitas | primer, kualitatif pada  kepatuhan
“Eksistensi pemadanan NIK | sebagai data terhadap kewajiban
Single Identity | menjadi NPWP | sekunder wajib pajak.
Number Melalui . Preferensi  risiko
NIK Menjadi ditemukan sebagai
NPWP Terhadap faktor yang
Pemenuhan memperlemah
Kewajiban hubungan antara
Perpajakan, SIN dan
Efektifkah ?” pengetahuan

perpajakan dengan
pemenuhan
kewajiban pajak.

. Tingkat efektivitas
pemadanan  NIK
menjadi NPWP
adalah 41,51%.

10 | Sahwa Nadia Kesadaran Wajib | kuantitatif . Kesadaran  wajib
Fitri, Annisa, Pajak, pajak memiliki
2023, “Pengaruh | pemahaman wajib pengaruh  positif
Kesadaran Wajib | pajak, sanksi terhadap kepatuhan
Pajak dan Sanksi | pajak wajib pajak.

Pajak Terhadap . Menegaskan
Kepatuhan Wajib pentingnya edukasi
Pajak Orang perpajakan  untuk
Pribadi” meningkatkan
pemahaman

masyarakat tentang
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pajak. Sanksi pajak
yang  diterapkan
terhadap
ketidakpatuhan
berhasil dan dapat
mendorong  wajib

pajak untuk
mematuhi
Sumber: Data Diolah, 2024
Tabel 2. 2
Perbedaan Penelitian Terdahulu
NO Nama Peneliti, tahun, dan Persamaan Perbedaan
Judul Penelitian

1 | Asmahani Mohd Hanapi, 2022. | Menggunakan Menambahkan
Determinant of Tax Non- | pengetahuan perpajakan | variabel independen
Compliance Among Taxpayer. sebagai variabel | yaitu, fearing tax,

Independen, edukasi perpajakan,
Ketidakpatuhan  wajib | dan kebijakan
pajak sebagai variabel | pemadanan NIK
dependen, metode | menjadi NPWP.
penelitian kuantitatif.

2 | Triyuni  Soemartono,  Sarida | Menggunakan variabel | VVariabel dependen
Minami, Kurnia Sari Dewi dan | penelitian NIK menjadi | NIK menjadi NPWP
Roosnelly Wahyuning Setorini, | NPWP dan  menggunakan
2023, “Challenges Of metode  penelitian
Coordination and Public kuantitatif.
Understanding In Implementing
NIK and NPWP Integration
Policies”

3 | Yulius Kurnia Susanto, Isabella | Menggunakan analisis | Dengan
Fiorita,2023, “Taxpayer | pengaruh variabel | menggunakan 3
Compliance: Taxpayer Behavior | independen yaitu | variabel independen

Analysis And Tax Awareness As
A Mediating In Indonesian”

kepatuhan wajib pajak
dan tingkat digitalisasi
perpajakan

yaitu perilaku wajib

pajak, edukasi
perpajakan dan
fearing tax.
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Karnit Malka Tiv,2023, Role of
Social Aversion in the Motivations
for Tax Compliance”.

Dengan menerapkan
metode kuantitatif.

Metode  penelitian
kuantitatif yang
menggunakan teknik
pengumpulan  data
purposive sampling.

Po Sing Hiong, 2022, “BIG DATA
- NIK = NPWP”

Menggunakan NIK =
NPWP sebagai fokus
penelitian pada
keamanan data

Penelitian ini
mengandalkan
metode  kuantitatif
untuk menilai
keamanan data..

Neldi  Darmian L, 2021, | Menggunakan edukasi | Menggunakan

“Optimalisasi Edukasi Perpajakan | perpajakan sebagai | purposive sampling

Melalui Konten Digital Sebagai | variabel  independen, | dan sampel yang

Upaya Peningkatan Kepatuhan | sampel yang diambil | diambil wajib pajak

Wajib Pajak (Studi Kasus Pada | mahasiswa. KPP Pratama Malang

Mahasiswa Di Kota Yogyakarta)” Selatan.

Amalia Ayuningtyas, Imahda | Menggunakan teori | Menggunakan teori

Khoiri Furgon, 2023, “Integrasi | perilaku terencana, | perilaku terencana,

NIK menjadi NPWP Dengan | fokus penelitian | teori atribusi  dan

Sistem Single Identity Number | terhadap Integrasi NIK | menggunakan

(SIN)  Guna  Meningkatkan | menjadi NPWP. metode  penelitian

Kepatuhan Pajak”. kuantitatif.

Christian Alessandro Noreen, Ari | Membahas Membahas

Budi Kristanto, 2021, “Kepatuhan | kompleksitas kompleksitas

di tengah Kompleksitas Pajak : | perpajakan terhadap | perpajakan yang

Apakah Literasi Memiliki Peran?” | kepatuhan pajak terjadi pada
kebijakan
pemadanan NIK
menjadi NPWHP,
menggunakan

metode kuantitatif

Nella Ayu Novia, Fheni Dheniati,
M.Yoan Eka Putra, Roaina Amelia
dan Linda Hetri Suriyanti, 2023,
“Eksistensi Single Identity
Number Melalui NIK Menjadi

Menggunakan
pemadanan NIK
menjadi NPWP sebagai
variabel dependen.

Menggunakan

perilaku wajib pajak,
edukasi  perpajakan
dan  fearing tax
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NPWP  Terhadap Pemenuhan sebagai variabel
Kewajiban Perpajakan, Efektifkah independen.
?93

10 | Sahwa Nadia Fitri, Annisa, 2023, | Membahas Membahas

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak
dan Sanksi Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi.

ketidakpatuhan
pajak
perpajakan.

wajib
terhadap

ketidakpatuhan wajib
pajak terhadap
kebijakan
pemadanan NIK
menjadi NPWP,

Sumber : Data diolah, 2024
2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Hani & Furgon ( 2021) pajak sebagai aturan wajib atau memaksa,

komitmen yang terikat dari wajib pajak atau entitas kepada negara, diatur oleh

aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Pendapatan yang dihasilkan melalui

pajak dialokasikan untuk meningkatkan upaya negara yang bertujuan untuk

memastikan kesejahteraan penduduk. Undang-Undang HPP telah mengungkapkan

penggambaran yang lebih rumit tentang hak dan kewajiban yang dibagi antara

negara dan wajib pajak. Menurut para ahli yang mendefinisikan pajak yaitu seperti

dibawah ini ;

a. Soemitro, pajak mewakili kontribusi keuangan individu kepada kas negara

sebagaimana diamanahkan oleh hukum tanpa layanan timbal balik dan

nyata.

b. Prof. Dr.P.J.A. Adriani, pajak merupakan kewajiban keuangan kepada

Negara, yang dapat dikenakan pada individu yang diberi mandat untuk

memenuhi kewajiban ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, tanpa
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manfaat timbal balik, tujuan utama adalah untuk memfasilitasi pendanaan
pengeluaran yang terkait dengan tanggung jawab negara dalam upaya untuk

mengelola. (Winanto dkk., 2024)

Menurut beberapa definisi pajak yang telah dijelaskan, pajak adalah iuran wajib
rakyat kepada negara yang memaksa dan tidak diharapkan, yang digunakan secara

langsung untuk membiayai pengeluaran negara.

2.2.2 Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak didefinisikan sebagai setiap individu yang berpartisipasi dalam
kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan, mencakup individu seperti wajib pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak secara kolektif diakui sebagai wajib pajak
(Prasetyo, 2020). Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara
Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat (1) Nomor 7 Tahun 2021, “ Wajib Pajak
merupakan individu atau entitas yang terlibat dalam kegiatan perpajakan termasuk
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang telah memenuhi hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak
yang berlaku”. Wajib Pajak memiliki kewajiban yang mencakup memiliki data
administrasi berupa NPWP, melakukan pembayaran, pemotongan, pelaporan pajak
dan sejenisnya. Selain itu hak wajib pajak melibatkan hak terhadap kelebihan
pembayaran pajak, hak menjaga rahasia, hak mengangsur, menunda pembayaran,

dan sebagainnya.
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2.2.3 Teori Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana)

Menurut Ajzen (1991), Teori Perilaku Terencana menyatakan bahwa niat
merupakan prediktor kuat dari perilaku. Niat ini terbentuk dari tiga komponen
utama, yakni sikap individu terhadap perilaku, pengaruh sosial (norma subjektif),
dan sejauh mana untuk melakukan perilaku tersebut (persepsi pengendalian
perilaku). Teori ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami
faktor-faktor yang mempengaruhi niat seseorang untuk patuh pajak. Dengan
memahami ketiga faktor tersebut, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif
untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satunya yaitu Alan Lewis (1982) yang
menjelaskan model sikap perilaku terkait penyimpangan pajak, dalam model ini
diuraikan bahwa intensi perilaku merupakan variabel mediator antara sikap, norma
dan persepsi terhadap kontrol dan persepsi terhadap perilaku. Menurut Ajzen
(2006), perilaku ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama

yaitu sikap terhadap perilaku pajak, norma subjketif dan persepsi kontrol perilaku.

Pada saat terlibat dalam perilaku tertentu, wajib pajak akan memiliki
keyakinan mengenai dorongan untuk memenuhi kewajiban dan mematuhi
peraturan pajak, sehingga menanamkan rasa kepercayaan pada wajib pajak atau
mengarah padah pemilihan perilaku yang patuh. Dalam penelitian ini, berkaitan
dengan penerapan variabel fearing tax, edukasi perpajakan, pengetahuan

perpajakan dan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP pada wajib pajak.
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2.2.4 Teori Atribusi

Teori atribusi menekankan bagaimana setiap orang menafsirkan berbagai
peristiwa dan bagaimana hal itu berpengaruh pada pemikiran dan tindakan.
Menurut teori ini, orang yang berusaha menentukan mengapa seseorang dan
berusaha untuk memahami mengapa melakukan hal-hal tertentu serta akan
berdampak pada perilaku sendiri(Winanto et al., 2024) . kerangka teoritis ini
dicetuskan oleh Fristz Helder menyatakan bahwa wajib pajak berfungsi mirip
dengan ilmuwan amatir yang berusaha mengukur perilaku orang lain dengan
sistematis mengumpulkan dan mengintegrasikan fragmen informasi sampai mereka
merumuskan motivasi dibalik tindakan seseorang. Kesadaran yang meningkat
tentang-tentang prinsip perpajakan di antara wajib pajak berkorelasi positif dengan

pemahaman yang ditingkatkan tentang manfaat fiskal yang dihasilkan

2.2.5 Fearing Tax

Fearing tax adalah perilaku menghindari atau menunda kewajiban
perpajakan yang ditandai dengan perasaan takut, khawatir atau tidak nyaman,
persepsi ini dapat dipengaruhi oleh faktor kognitif (pengetahuan), afektif (emosi),
dan perilaku (Papers et al , 2019). Dalam perilaku dapat berupa tindakan yang
disengaja, seperti menunda melakukan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP,
motivasi dibalik perilaku ini beragam, mulai dari ketidakpercayaan, kompleksitas
dan kurangnya pemahaman oleh wajib pajak. Perilaku ini dapat menghambat
efektivitas kebijakan perpajakan dan menciptakan kesenjangan antara wajib pajak

yang patuh dan tidak patuh.
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2.2.6 Edukasi Perpajakan

Edukasi perpajakan adalah investasi jangka panjang untuk membangun
masyarakat yang sadar akan kewajibannya dan peduli terhadap pembangunan
negara. Dengan pemahaman yang baik tentang pajak, masyarakat akan lebih
proaktif (Syadat dkk., 2022). Menurut PER-12/PJ/2021 edukasi perpajakan
mencakup tujuan, tema dan sasaran pendidikan serta manajemen pelaksanaan
edukasi dan metodenya. Program edukasi perpajakan ini diinisiasi sejak tahun 2024
oleh Direktorat Jenderal Perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran
pajak melalui peningkatan pengetahuan dan wawasan perpajakan pada seluruh

lapisan masyarakat.

Implementasi edukasi perpajakan masih  memerlukan perbaikan,
penyempurnaan dan komitmen bersama untuk menerapkan secara kontinu. Edukasi
perpajakan mencerminkan upaya pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian
Keuangan dalam menerapkan pendekatan yaitu berbasis kepercayaan. Upaya
edukasi perpajakan dan penanaman nilai-nilai moral pajak sedini mungkin
merupakan langkah positif untuk membangun relasi saling percaya antara
masyarakat dan otoritas pajak dalam jangka panjang. Melalui kegiatan edukasi
perpajakan dapat menjadikan wajib pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi

kewajiban perpajakannya.
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2.2.7 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan kunci utama dalam meningkatkan
kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang
perpajakan,diharapkan  dapat mengurangi praktik penghindaran pajak,
meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih
efektif dan adil(Hanapi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan
perpajakan adalah kunci bagi wajib untuk bertindak cerdas dalam kewajiban
perpajakannya. dengan memahami undang-undang, tata cara dan tujuan perpajakan,
wajib pajak dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan pajak dan lebih

termotivasi untuk patuh (Azhari, 2023).

2.2.8 Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP

Pemadanan NIK menjadi NPWP adalah langkah strategis yang diambil oleh
pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi
perpajakan. Proses ini dimulai pada tahun 2022 dan berlanjut hingga tahun 2024,
dengan batas waktu akhir pada tanggal 30 Juni 2024. Individu atau wajib pajak
diharuskan untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, karena diantisipasi
bahwa pendaftaraan tersebut akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak jangka
panjang. Melalui penerapan ini yang lebih mudah diakses dan dipahami, diharapkan
masyarakat akan menunjukkan peningkatan motivasi untuk memenuhi kewajiban

pajaknya.
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2.2.9 Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Ketidakpatuhan wajib pajak adalah tindakan atau kelalaian individu atau
badan usaha yang memiliki kewajiban perpajakan untuk tidak memenuhi atau
melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
Dengan kata lain, wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban
perpajakannya sesuai dengan kententuan yang berlaku, baik secara timdakan yang

disengaja maupun karena kelalaian(Hanapi, 2022).

Berdasarkan pernyataan Sri Mulyani (Rafael & Aulia, 2022) adalah
ketidakpatuhan wajib pajak di Indonesia dapat dikait dengan beberapa faktor utama.
Kompleksitas perpajakan menjadi kendala bagi wajib pajak dalam memenubhi
kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan perpajakan yang belum optimal,
terutama terkait dengan prosedur turut berkontribusi pada rendahnya tingkat
kepatuhan. Rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pajak oleh
masyarakat juga menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi perilaku wajib
pajak di Indonesia serta ketakutan wajib pajak terhadap kebijakan terbaru yaitu
pemadanan NIK menjadi NPWP terhadap kebocoran data NIK yang bersifat

rahasia.

2.3 Kajian Integrasi Islam

Pajak dalam Islam diatur oleh prinsip syariat yang berfungsi pada keadilan,
transparansi dan kepentingan bersama. Pajak harus dipungut dengan maksud dan

tujuan yang jelas untuk membiayai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
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Beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dan harus direalisasikan secara tepat
untuk tujuan awal pengumpulan pajak. Umat Islam memiliki kewajiban pajak
berdasarkan undang-undang perpajakan dan syariat islam. Salah satu cara
memenuhi hukum negara Indonesia adalah dengan mematuhi kewajiban perpajakan
bagi wajib pajak. Semua orang yang beragama Islam harus mematuhi hukum yang

dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan negara.

Konsep patuh terhadap kewajiban perpajakan tertuang dalam Al-quran

Surat An-Nisa Ayat 59 yaitu yang artinya

J5Ls35 bl 31 85558 ecsh 1§ REESES BB @e o301 J9f5 U3l 1aboly bl 1ol 15581 33401 G0

Mgl 2315 55 G (531 03alls el O3l GBS &)

“Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasulNya!
Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul-Nya dengan
menjalankan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi apa yang Dia larang, dan
taatlah kalian kepada para pemimpin kalian sepanjang mereka tidak menyuruh
kalian berbuat maksiat. Apabila kalian berselisih paham tentang sesuatu,
kembalilah kepada kitabullah dan sunah nabi-Nya -sallallahu 'alaihi wa sallam-
terkait masalah itu, jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari
Akhir. Sikap kembali kepada kitab suci dan sunah itu lebih baik bagi kalian
daripada mempertahankan perselisihan itu dan mengandalkan pendapat akal,

serta lebih baik akibatnya bagimu.”
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Rasulullah SAW juga bersabda “Wajib atas seorang muslim unuk
mendengar dan taat (kepada penguasa) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci
kecuali jika disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan

tidak boleh taat.” (HR. Al-Bukhari (N0.2955,7144).

Pajak dalam Syariat Islam dikenal sebagai adh-dharibah, dan jama’nya
dikenal sebagai adh-dharaib, dan dikenal juga sebagai al-mulks oleh para ulama.
Istilah dharibah yang berarti “setara pajak’” menjelaskan bahwa pajak merupakan
beban tambahan yang dibebankan kepada umat Islam setelah beban pertama, yaitu

zakat.

Dalam Islam, Pajak diklasifikasi kedalam berbagai kategori yang disebutkan

sebagai berikut :

1. Jizyah yaitu mengacu pada kontribusi keuangan yang dikenakan pada
non-Muslim yang tinggal dalam negara islam, berfungsi sebagai
perlindungan mereka

2. Kharaj yaitu pajak pertanian yang dikenakan terlepas dari status
pemilik tanah yang menyangkut semua.

3. Usyr yaitu kategori yang dikaitkan dengan pajak perdagangan atau

bea cukai yang berlaku untuk ekspor dan impor.

Menurut teori Khilafah, kekayaan adalah perintah Allah SWT, dan harta
orang adalah titipan. Pajak adalah cara untuk berterima kasih atas titipan yang
diberikan oleh Allah SWT. Orang yang memiliki harta yang berlebihan harus

memiliki sistem untuk mengalokasikan kekayaan kepada orang-orang miskin
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melalui zakat dan sedekah, seperti yang diatur dalam Islam. Teori zakat mengatakan
bahwa pajak dan zakat adalah kewajiban masyarakat kepada negara. Zakat dan
pajak tidak membawa keuntungan langsung. Pajak dan zakat digunakan untuk
kepentingan umum. Penjelasan bagaimana agama Islam mewajibkan pengikutnya
untuk mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah, selama tidak melanggar
hukum Islam.Namun, perintah ini tidak serta merta mendorong populasi Indonesia,
yang sebagian besar beragama Islam, untuk mematuhi peraturan perpajakan,

terutama mengenai kewajiban pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

2.4 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini yang dibuat untuk
menjelaskan pengaruh variabel fearing tax, edukasi perpajakan, pengetahuan
perpajakan dan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP terhadap
Ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Pemkot Malang. Berikut Konsep pemikiran

yang telah dibuat oleh penulis :
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2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pengaruh fearing tax terhadap ketidakpatuhan wajib pajak

Sejalan dengan pernyataan teori atribusi, persepsi negatif terhadap
kemampuan diri dalam mengelola pajak dapat memicu perilaku penghindaran,
seperti penundaan atau penolakan untuk kebijakan baru. Ketidakpatuhan pajak
adalah masalah yang membutuhkan pendekatan komprehensif. Selain penegakan
hukum yang tegas, perlu adanya upaya untuk menyederhanakan kebijakan
perpajakan dan meningkatkan transparansi. Penelitian yang dilakukan oleh (Viliona
et al, 2021) kerumitan pajak yang memicu ketakutan pada wajib pajak berpengaruh

negatif dengan kepatuhan pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa ketakutan berpengaruh negatif sehingga dapat
menghambat kewajiban perpajakan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang
edukasi dan pengetahuan perpajakan dan potensi kebocoran data juga dapat

memperburuk situasi. Wajib pajak merasa kebijakan baru akan menambah
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kompleksitas dan risiko, sehingga mereka lebih enggan untuk beradaptasi. Salah
satu penelitian yang dilakukan oleh (Trawule et al., 2022) Ancaman hukuman yang
seringkali digunakan sebagai alat untuk memaksa wajib pajak menjadi faktor yang
menghambat roda kepatuhan. Semua wajib pajak dihadapkan pada pilihan untuk
mengikuti peraturan pajak, dan konsekuensi dari keputusan ini dianggap tidak
menyenangkan. Jika wajib pajak melaporkan pajak terlambat, mereka dapat
dikenakan denda dan pendapatan mereka dapat dikurangi. Semakin tinggi rasa takut
yang dialami wajib pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakan, semakin besar
kemungkinan untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.Berdasarkan uraian

diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : fearing tax berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak

2.5.2 Pengaruh edukasi perpajakan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak

Salah satu kendala dalam sistem perpajakan adalah minimnya edukasi
perpajakan untuk wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya. Edukasi perpajakan
tidak hanya sekedar untuk mempelajari pengetahuan perpajakan, tetapi juga proses
pemahaman yang komprehensif tentang perpajakan, edukasi dapat mengubah
persepsi wajib pajak terhadap hak kewajibannya. Dari konsep self-assessment yang
sejalan dengan tujuan edukasi perpajakan, yaitu menciptakan wajib pajak yang
proaktif dan bertanggung jawab(Maulida dkk., 2022).

Edukasi perpajakan merupakan solusi strategis yang memberikan dampak
positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana edukasi perpajakan yang tepat dan

berkelanjutan akan menurunkan tingkat ketidakpatuhan serta meningkatkan
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kontribusi wajib pajak, sehingga edukasi perpajakan yang efektif tidak hanya
bersifat informatif, tetapi juga berperan dalam membentuk perilaku serta sikap
positif terhadap kewajiban perpajakan(Handoko, 2023).

Sejalan dengan pernyataan teori perilaku terencana (TPB), yang memiliki
tiga faktor utama yaitu, pertama, edukasi meningkatkan pengetahuan wajib pajak
tentang manfaat pajak, sehingga mengembangkan sikap positif yang mengurangi
ketidakpatuhan. Kedua, edukasi memepengaruhi norma subjektif, dimana individu
merasa dorongan sosial untuk mematuhi saat melihat orang lain memahami
kewajiban perpajakan. Ketiga, edukasi memberikan keterampilan dan informasi
yang diperlukan, meningkatkan kepercayaan diri dan kontrol wajib pajak dalam
memenuhi  kewajiban. Dengan demikian, edukasi perpajakan membantu
mengurangi ketidakpatuhan sehingga menjadi strategi yang efektif untuk
meningkatkan kepatuhan. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis

sebagai berikut :

H2 : edukasi perpajakan berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib

pajak.

2.5.3 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap ketidakpatuhan wajib
pajak

Dalam konteks perpajakan, keinginan untuk mempelajari pengetahuan
perpajakan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak.
Semakin baik wajib pajak mengetahui pengetahuan perpajakan, semakin tinggi

kesadaran akan pentingnya pengetahuan perpajakan semakin besar kemungkinan
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untuk patuh (Azhari, 2023). Menurut Eriksen dan Fallan dalam penelitian
(Handoko, 2023) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif yang
artinya bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan semakin rendah tingkat
ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan yang
dimiliki oleh wajib pajak secara langsung mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan yang dimaksud mencakup pemahaman mendalam tentang
aturan umum perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, dan fungsi pajak dalam
membangun negara. Menurut Hanapi (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan
perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib
pajak yang memiliki pengetahuan yang baik akan cenderung memahami peraturan
perpajakan terhadap kewajiban perpajakannya .Selaras dengan Teori Perilaku
Terencana (Ajzen, 1991)pengetahuan perpajakan dapat membentuk sikap positif,
memengaruhi norma subjektif, serta meningkatkan kontrol perilaku yang dirasakan
(perceived behavioral control), yang secara keseluruhan mendorong niat dan
perilaku kepatuhan terhadap kewajiban pajak.Sejalan dengan penelitian (Destia &
Nurdin, 2022) bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif
secara signifikan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini semakin tinggi
pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin rendah tingkat
ketidakpatuhan wajib pajak, karena lebih memahami hak dan kewajiban perpajakan
yang harus dipenuhi. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis

penelitian :
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H3 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan

wajib pajak

2.5.4 Pengaruh Kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP terhadap

ketidakpatuhan wajib pajak.

Pemerintahan Indonesia saat ini sedang melaksanakan kebijakan yang
mengharuskan setiap wajib pajak menggunakan NIK sebagai indentitas utama
dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kebijakan ini bertujuan untuk
menyederhanakan sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Impelementasi kebijakan ini pada tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak
khsususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)(Soemartono dkk., 2023).

Sejalan dengan Teori yang digunakan yaitu Teori Perilaku Terencana untuk
memahami mengapa beberapa wajib pajak lebih patuh daripada yang lain. Teori ini
digunakan bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut
Ajzen(2006), perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu sikap
terhadap perilaku pajak, norma subjketif dan persepsi kontrol perilaku. Penelitian
ini menunjukkan bahwa setiap wajib pajak yang melakukan kebijakan pemadanan
NIK menjadi NPWP secara positif akan meningkatkan kepatuhan mereka.
Dibanding dengan wajib pajak yang memiliki persepsi ketidakpatuhan terhadap
kebijakan ini (Rozy dkk., 2023). Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan

hipotersis :

H4 : Kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP berpengaruh positif

terhadap ketidakpatuhan wajib pajak
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif akan melibatkan
pengolahan dan data analisis perilaku wajib pajak dan penerapan edukasi
perpajakan yang akan berpengaruh terhadap kebijakan pemadanan NIK menjadi
NPWP dan ditentukan oleh variabel independen vyaitu fearing tax, edukasi
perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kebijakan pemadanan NIK menjadi

NPWP.

Metodologi kuantitatif, yang berakar pada tradisi positivisme, merupakan
pendekatan sistematis dalam penelitian yang mengandalkan data numerik dan
analisis statistik. Dengan mengukur variabel secara objektif dan menguji hipotesis
secara empiris, penelitian  kuantitatif memungkinkan peneliti  untuk
mengidentifikasi pola, hubungan dan tren yang signifikan (Dr. Amruddin, S.Pt.,
2022). Metode kuantitatif merupakan pilihan yang tepat ketika tujuan penelitian
adalah untuk memperoleh data yang objektif dan data dapat diukur. Metode ini
sering digunakan untuk menguji teori, mengidentifikasi hubungan antara variabel,
dan membuat generalisasi. Penelitian kuantitatif cocok diterapkan ketika peneliti
ingin mengetahui dampak suatu perlakuan atau intervensi, mengukur tingkat
kepuasan atau preferensi atau evaluasi efektivitas suatu program. Data yang

diperoleh dari penelitian dianggap sebagai penemuan, sementara pembuktian
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berarti data tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa ada keragu-raguan

tentang informasi atau pengetahuan tertentu (Djollong, 2014).

3.2 Lokasi Penelitian

Peneliti mengidentifikasikan wajib pajak dalam nauangan UMKM Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagai target populasi
karena cakupan UMKM vyang luas dari beberapa komunitas UMKM Kota Malang

yang masing-masing memiliki potensi wajib pajak cukup besar.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik Non-Probability Sampling, yaitu metode
pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi tidak memiliki peluang
yang sama untuk terpilih, karena pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kriteria-
kriteria tertentu yang telah ditetapkan(Soesana dkk, 2023). Dengan menggunakan
pendekatan purposive sampling, yaitu metode penentuan sampel dimana peneliti
memilih responden berdasarkan pertimbangan khusus yang disesuaikan dengan
tujuan penelitian serta karakteristik populasi yang relevan untuk dikaji(Sugiyono,
2019). Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM
Kota Malang memiliki usaha , wajib pajak UMKM Kota Malang yang memiliki
NPWP dan telah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Menurut Hendryadi
(2019) ketika jumlah populasi besar sehingga pengambilan sampel secara langsung
dari setiap anggota menjadi kurang efektif, maka rumus Slovin dapat digunakan

sebagai metode untuk menghitung ukuran sampel yang dibutuhkan. Penggunaan
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rumus ini membantu peneliti dalam menentukan jumlah yang representatif, dengan
tetap mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dapat diterima, sehingga proses
penelitian dapat berjalan dengan efisien. Untuk mengetahui sampel penelitian maka
digunakan rumus Slovin dengan perhitungan sebagai berikut :

N

T+ Ne?)

29.058
(14 29.058(0,1)?)
= 99,65 (dibulatkan menjadi 100)

Dimana :

N: Ukuran Populasi

n : Ukuran Sampel

e : Presentase kelonggaran ketelitian yang dilakukan karena kesalahan dalam
pengambilan sampel ( presentase kelonggaran yang digunakan dalam penelitian ini
adalah 10% atau 0,1). Dalam rumus slovin terdapat dua ketentuan untuk

menentukan toleransi kesalahan yaitu :

Nilai e = 10% (0,1) apabila populasi dalam jumlah yang besar

Nilai e = 20% (0,2) apabila populasi dalam jumlah yang kecil.

Hasil perhitungan rumus Slovin adalah sebesar 99,65 yang berarti

membutuhkan sampel yang digunakan untuk penelitian ini. Namun, untuk
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memudahkan penelitian maka dibulatkan 100. Dengan begitu untuk penelitian ini

dibutuhkan sebanyak 100 responden.

3.4 Data dan Jenis Data

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari survei yang
disebarkan dari sumbernya. Wawasan ini muncul dari tanggapan yang dikumpulkan
melalui kuesioner yang diserahkan langsung kepada responden. Penelitian ini

menggunakan skala likert untuk mengukur intensitas preferensi dari pilihan berikut

Tabel 3.1

Skor Skala likert

No Keterangan Skor
1 | Sangat Tidak Setuju 1
2 | Tidak Setuju 2
3 | Ragu-Ragu 3
4 | Setuju 4
5 | Sangat Setuju 5

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan data terdiri dari kumpulan strategi yang
digunakan sepanjang perjalanan penelitian untuk mengumpulkan informasi penting

yang diperlukan untuk mengatasi penelitian. Survei atau kuesioner menonjol
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sebagai dua metodologi pengumpulan data yang paling umum, memanfaatkan
pernyataan yang dibuat untuk mengevaluasi variabel penelitian(Maharani &
Marundha, 2024). Dalam penelitian ini metodologi pengumpulan data mengambil
bentuk penyebaran bentuk kuesioner. Para peneliti akan berkonsentrasi pada
penyebaran survei kepada wajib pajak UMKM Kota Malang telah memiliki NPWP

dan telah menyelesaikan pemadanan NIK menjadi NPWP.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari empat variabel bebas (independen), satu variabel

terikat (dependen) yaitu sebagai berikut :

3.6.1 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen adalah variabel yang dianggap sebagai “penyebab”
atau komponen yang mempengaruhi variabel (Gideon, et al, 2023). Variabel
independen dalam penelitian ini terdiri dari :

3.6.1.1 Fearing Tax

Fearing tax (X1) adalah hambatan utama dalam mewujudkan sistem
perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana
ekspektasi terhadap kebijakan pajak yang dapat mempengaruhi perilaku dan
penting untuk dipahami. Ketakutan ini sering muncul karena berbagai faktor,
seperti kompleksitas perpajakan, kebocoran data, kurangnya pemahaman dan

ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak. Indikator yang digunakan
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dalam penelitian ini mengukur fearing tax mengacu pada penelitian (Hiong,

2022; Papers & Leal, 2019; Viliona & Kristanto, 2021)

3.6.1.2 Edukasi Perpajakan

Edukasi perpajakan (X2) adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk
memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai
sistem perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan serta pentingnya pajak bagi
negara. Edukasi perpajakan merupakan investasi jangka panjang yang krusial
dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai
sumber pendapatan negara. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini
untuk mengukur edukasi perpajakan mengacu pada penelitian (Maharani &

Marundha, 2024).

3.6.1.3 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan (X3) adalah pemahaman mendalam mengenai
peaturan dan kententuan perpajakan yang memungkinkan wajib pajak untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Dengan
pengetahuan yang memadai wajib pajak dapat memahami pentingnya pajak
bagi negara dan mampu menghitung, membayar, serta melaporkan pajak sesuai
dengan kententuan yang berlaku. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini
untuk mengukur pengetahuan perpajakan mengacu pada penelitian (Ardiayanti

& Supadmi, 2020).

3.6.1.4 Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP
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Tujuan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP( X4) adalah untuk
mensederhanakan sistem pajak indonesia dengan menggunakan NIK sebagai
pengganti NPWP dan memperluas basis pajak serta meningkatkan efisiensi
administrasi pajak. Dalam penelitian ini, mengunakan indikator untuk mengukur
kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP (Maharani & Marundha, 2024) &

(Sabili, 2023).

3.6.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang dianggap sebagai “hasil” atau
variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen(Gideon, et al, 2023). Variabel
dependen dalam penelitian ini sebagai berikut :

3.6.2.1 Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Ketidakpatuhan wajib pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib
pajak untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakannya dengan cara
melanggarnya peraturan perpajakan yang berlaku, ketidakpatuhan dapat terjadi baik
secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam penelitian ini , menggunakan indikator

untuk mengukur Ketidakpatuhan wajib pajak (Hanapi, 2022).

Tabel 3. 2
Definisi Operasional dan Pengukurannya
Variabel Definisi Indikator Pengukuran

Fearing Tax | Fearing tax adalah | 1. Ketakutanwajib Likert
(X1) bentuk rasa khawatir pajak terhadap

atau ketakutan terhadap kebocoran data

pajak di masa depan | 2. Kompleksitas sistem

ditandai dengan rasa pajak.3.
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khawatir, ketakutan dan
tidak nyaman mengarah
pada tindakan
ketidakpatuhan  wajib
pajak (Papers et al,
2019)

Kurangnya
pemahaman wajib
pajak(Hiong,
2022),(Viliona et al,
2021).

Edukasi Edukasi perpajakan Mengetahui adanya | Likert
Perpajakan (X2) | adalah setiap upaya undang-undang dan
untuk  meningkatkan ketentuan perpajakan
kesadaran dan Mengetahui  fungsi
pengetahuan warga pajak untuk
tentang pajak  dan pembiayaan negara
kepatuhan terhadap Memahami
pajak( Syadat et al., kewajiban perpajakan
2022) yang harus
dilaksanakan sesuai
dengan  kententuan
yang berlaku.
Penerapan sanski
harus sesuai dengan
ketentuan dan
peraturan yang
berlaku(Maharani &
Marundha, 2024).
Pengetahuan Pengetahuan perpajakan Pengetahuan Likert
Perpajakan (X3) | adalah pemahaman mengenai kententuan
mendalam tentang umum dan tata cara
peraturan pajak yang perpajakan
memungkinkan  wajib Mengetahui  fungsi
pajak untuk melakukan pengetahuan
kewajiban pajaknya perpajakan
secara tepat(Ardiayanti Pengetahuan
& Supadmi, 2020). mengenai sistem
perpajakan
4. Prosedur pembayaran
perpajakan(Ardiayanti
& Supadmi, 2020).
Kebijakan Kebijakan pemadanan |1. Wajib pajak | Likert
Pemadanan NIK | NIK menjadi NPWP mengetahui fungsi
menjadi NPWP | merupakan  reformasi pemadanan NIK
(X4) signifikan yang menjadi NPWP
bertujuan untuk (2. Wajib Pajak
meningkatkan mengetahui
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kepatuhan wajib pajak
dan menyederhanakan
proses administrasi

(Ayuningtyas& Furgqon,
2023)

perubahan peraturan
pemadanam NIK

3. Wajib
mengetahui  bahwa
membayar pajak
merupakan kewajiban
warga negara

pajak

4. Apabila wajib pajak

tidak membayar maka
akan dikenakan sanksi

(Maharani & Marundha,
2024)

Ketidakpatuhan
Wajib Pajak ()

Ketidakpatuhan  wajib
pajak adalah tindakan
untuk menghindari atau
melanggar ~ peraturan
perpajakan baik secara
sengaja maupun tidak
sengaja (Hanapi, 2022).

1. Kurangnya kesadaran
akan pentingnya
pajak

2. Persepsi bahwa
sistem pajak lemah
akan mendorong
wajib pajak untuk
tidak patuh

3. Kurangnya
kepercayaan kepada
pemerintah.

4. Kesulitan dalam
memenuhi kewajiban
pajak dapat memicu
ketakutan
pajak(Hanapi, 2022).

Likert

Sumber : Data Diolah, 2024

3.7 Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dikenal sebagai Partial Least Squares
(PLS). Partial Least Square merupakan komponen atau varian dari Structural
Equation Modeling (SEM). PLS diakui sebagai kerangka analisis yang kuat karena
kurangnya prasyarat mengenai distribusi data dan kapasitasnya untuk menghindari
masalah multikolinearitas di antara variabel. Alat yang digunakan untuk

pemrosesan data adalah SmartPLS, yang memfasilitasi pemeriksaan hubungan
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antara variabel. Kategori model yang diterapkan dalam analisis PLS meliputi model

pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model).

3.7.1 Model Pengukuran (outer model)

3.7.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk memastikan kelayakan kuesioner penelitian.
Jika pernyataan yang terkandung dalam kuesioner berhasil mengungkapkan
informasi yang relevan yang dimaksudkan untuk diukur instrumen, kuesioner dapat
dianggap valid. Penilaian validitas konvergen dan diskriminan dapat dieksekusi
dalam Partial Least Square Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan
perangkat lunak SmartPLS mengartikulasikan bahwa variabel dianggap memiliki
validitas tinggi ketika :

A. Convergent validity dapat dihitung dari nilai luar lebih dari 0,7 untuk
penelitian awal, pengembangan skala untuk mengukur beban antara 0,5 dan
0,6 dianggap cukup. Selain itu, nilai rata-rata variasi yang diekstraksi (AVE
) dapat dianggap valid apabila lebih dari 0,5.

B. Average Variance Extracted (AVE) Analisis ini bertujuan untuk
menjelaskan hubungan antar indikator dalam setiap variabel laten dan
seberapa baik indikator tersebut merepresentasikan konstruknya. Validitas
konvergen dinilai melalui nilai Average Variance Extracted (AVE), yang
dianggap valid jika bernilai di atas 0,5, menunjukkan bahwa indikator-
indikator memiliki keterkaitan yang kuat dengan konstruk yang

diukur.(Ghozali, 2018).
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C. Composite Reability digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi atau
keandalan indikator-indikator dalam membentuk suatu konstruk, sehingga
reliabilitas konstruk dapat dinilai secara lebih akurat. Suatu konstruk
dinyatakan reliabel apabila nilai composite reliability yang diperoleh

melebihi angka 0,7(Ghozali, 2018).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan konsistensi dan keandalan
instrumen pengukuran. Ada dua metodologi untuk mengevaluasi reliabilitas,
khususnya pendekatan cronbach alpha, yang memastikan ambang batas bawah
koefisien reliabilitas konstruk dan metode komposit yang menentukan koefisien
reliabilitas aktual konstruk. Ketika nilai Alpha dan Komposit cronbach melebihi
ambang 0,7 instrumen dianggap memenuhi kriteria penelitian reliabilitas(Ghozali,

2018).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat
hubungan atau korelasi di antara variabel bebas dalam model regresi yang
digunakan dalam penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak
menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinieritas dapat
diuji dengan menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Suatu model dapat
dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai

VIF kurang dari 10. Sebaliknya, apabila nilai toleransi kurang dari atau sama
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dengan 0,10 serta nilai VIF mencapai 10 atau lebih, maka model tersebut dianggap

mengalami multikolinieritas(Ghozali, 2018).

3.7.1 Model Struktural (Inner Model)

3.7.2.1 Uji Coefficient of Determination (R2)

Koefisien penentuan, yang dikenal sebagai Uji R-Square, berfungsi
untuk  mengevaluasi seberapa baik model secara efektif menjelaskan
variabel dependen. Nilai R-Square yang bermakna bahwa setiap variabel
independen memiliki kapasitas yang sedikit untuk mempengaruhi fluktuasi
variabel dependen. Sebaliknya, nilai R-Squared yang rendah menandakan
bahwa setiap variabel independen memiliki potensi untuk memberikan

semua informasi yang diperlukan variabel dependen(Ghozali, 2018).

Uji Path Coefficient

Uji Path Coefficient digunakan untuk memastikan besarnya pengaruh
yang diberikan oleh setiap variabel independen pada variabel dependen.
Selanjutnya, uji rasio jalur digunakan untuk menjelaskan sifat arah
hubungan antara variabel, menunjukkan apakah itu positif atau negatif.
Nilai koefisien jalur dibatasi dalam kisaran -1 hingga +1. Nilai yang
mendekati nilai positif menandakan hubungan yang lebih kuat antara dua
konstruksi, sedangkan nilai yang menyimpang ke arah negatif menunjukkan

hubungan yang lebih kemah antara konstruksi(Ghozali, 2018).
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Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji
kebenaran suatu klaim atau dugaan. Pengujian hipotesis pada hubungan
langsung dilihat dengan menggunakan nilai statistik dengan nilai
signifikansi level 5% dan nilai t-statistik adalah 1,65 (one-tailed). Sehingga
kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah Ha diterima dan HO ditolak
ketika t-statistik >1,65. Nilai P-value digunakan sebagai tolak ukur untuk
menentukan apakah temuan penelitian signifikan secara statistik atau hanya
kebetulan. Jika nilai p kurang dari 0,05 maka hipotesis dapat ditolak nol dan
menerima hipotesis alternatif yang menunjukkan bahwa ada bukti cukup
untuk mendukung klaim penelitian. Sebaliknya, jika nilai p lebih besar dari
0,5, hipotesis tidak dapat ditolak dan menerima hipotesis alternatif (Ghozali,

2018).
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Karakteristik Data Responden

Data penelitian ini adalah berupa kuesioner yang telah disebarkan dengan
menggunakan google form dan menyebarkan data kuesioner langsung yang telah
diisi oleh responden. Data-data yang perlu diisi responden pada google form
diantaranya nama usaha, kepemilikan NPWP, dan telah melakukan pemadanan
NIK menjadi NPWP. Peneliti menggunakan skala likert (1-5) untuk mengukur
jawaban responden. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 UMKM

dengan rincian sebagai berikut :

4.1.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Nama Usaha

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Usaha
No Bidang Usaha Jumlah Presentase
1 Bidang Kuliner 91 91%
2 Kerajinan dan Fashion 5 5%
3 Jasa 4 4%
Total 100 100%

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.1 diatas diketahui bahwa mayoritas dari responden
merupakan UMKM dibidang kuliner yang berjumlah 91 usaha dengan presentase
sebesar 91%, dibidang Kerajinan dan Fashion berjumlah 5 usaha dengan presentase

5% dan dibidang Jasa sebanyak 4 usaha dengan presentase 4%.
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4.1.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Tabel 4. 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP
No Kepemilikan NPWP Jumlah Presentase
1 Telah terdaftar 100 100
2 Tidak terdaftar 0 0
Total 100 100

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.2 diatas diketahui bahwa seluruh responden yang
berjumlah 100 usaha dengan presentase 100% memiliki kaarakteristik yaitu

kepemilikan NPWP.

4.1.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pemadanan NIK Menjadi
NPWP

Tabel 4. 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pemadanan NIK menjadi NPWP
No Kepemilikan NPWP Jumlah Presentase
1 Telah melakukan 100 100
2 Tidak melakukan 0 0
Total 100 100

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 diatas diketahui bahwa seluruh responden yang
berjumlah 100 usaha dengan presentase 100% memiliki karakteristik telah

melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP.

4.1.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini mempunyai 4 variabel independen dan 1 variabel dependen, variabel

independen terdiri dari atas Fearing tax, edukasi perpajakan, pengetahuan
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perpajakan dan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP serta variabel

dependennya ketidakpatuhan wajib pajak pada responden berjumlah 100.

Tabel 4.4
Hasil Uji Deskriptif Variabel
Std.

Variables N Mean Min Max Deviation
FT

100 4.350 3.000 5.000 0,460

EP 100 4.182 2.000 5.000 0.423

PP 100 4.051 3.910 4210 0.623

PNN 100 3.883 3.730 4.200 0.670

KP 100 4.134 3.980 4.340 0.552

Sumber : Data diolah, 2025

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel FT memiliki nilai rata-rata
sebesar 4,350, dengan nilai minimum 3,000 dan maksimum 5,000. Standar deviasi
sebesar 0,460 mengindikasikan adanya konsistensi yang baik dalam penilaian
responden. Variabel EP memiliki rata-rata 4,182, dengan nilai minimum 200 dan
maksimum 500. Standar deviasi sebesar 0,423 juga menunjukkan tingkat
konsistensi yang baik dalam penilaian. Variabel PP memiliki nilai rata-rata sebesar
4,051, dengan nilai minimum 3,910 dan maksimum 4,210. Standar deviasi sebesar
0,623 menunjukkan adanya variabilitas penilaian yang relatif lebih tinggi
dibandingkan variabel lainnya. Selanjutnya, variabel PNN memiliki rata-rata
sebesar 3,883, dengan nilai minimum 3,730 dan maksimum 4,200. Standar deviasi
sebesar 0,670 mengindikasikan adanya variasi penilaian yang cukup signifikan dari

responden. Sementara itu, variabel KP memiliki nilai rata-rata 4,134, dengan nilai
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minimum 3,980 dan maksimum 4,340, serta standar deviasi sebesar 0,552, yang
mencerminkan penilaian yang relatif konsisten.Secara keseluruhan, seluruh
variabel menunjukkan tingkat konsistensi yang baik dalam penilaian responden.
Variabel FT dan EP memiliki skor rata-rata tertinggi, sementara variabel PNN
memiliki skor rata-rata terendah, yang mengindikasikan adanya variasi yang lebih

besar dalam persepsi responden terhadap variabel tersebut.

4.1.3 Deskripsi Jawaban Responden

4.1.3.1 Variabel Fearing Tax

FT dalam penelitian diukur menggunakan 3 indikator dengan 6 item

pernyataan. Distribusi jawaban disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.5
Jawaban Responden Mengenai FT
JAWABAN RESPONDEN RATA-
ITEM
STS TS R S SS RATA
FT1 F 0 0 9 43 48 4,39
% 0 0 9% 43% 48%
ET 2 F 0 3 3 52 42 4,33
% 0 3% 3% 52% 42%
FT 3 F 0 1 6 50 43 4,35
% 0 1% 6% 50% 43%
FT 4 F 0 3 4 40 53 4,47
% 0 3% 4% 40% 53%
FT5 F 0 5 5 48 45 4,42
% 0 5% 5% 48% 45%
FT6 F 0 1 7 58 34 4,25
% 0 1% % 58% 34%

Sumber : Data Primer diolah Peneliti, 2025
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Pada FT 1, sebagaian besar responden dengan rata- rata 4,39 sangat setuju
bahwa fearing tax terhadap ketidakpatuhan wajib pajak adalah faktor yang
penting. Fearing Tax dianggap signifikan oleh mayoritas responden,
menunjukkan bahawa wajib pajak khawatir data pribadi disalahgunakan
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

. Pada FT 2, sebagaian besar responden dengan rata-rata 4,33 setuju bahwa
kebocoran data pribadi terkait pajak membuat wajib pajak enggan untuk
memberikan informasi yang di minta oleh pihak pajak.

Pada FT 3, sebagaian besar responden dengan rata-rata 4, 35 setuju bahwa
peraturan dan prosedur perpajakan di Indonesi terlalu rumit untuk dipahami
oleh masyarakat umum.

. Pada FT 4, sebagaian besar responden dengan rata-rata 4,47 sangat setuju
bahwa wajib pajak kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan di
Indonesia.

Pada FT 5, sebagaian besar responden setuju dengan rata-rata 4,42 bahwa
kurang mendapatkan informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib
pajak.

Pada FT 6, sebagaian besar responden dengan rata-rata 4,25 setuju bahwa
kesulitan mendapatkan informasi yang jelas mengenai peraturan perpajakan

dari berbagai sumber informasi.

4.1.3.2 Variabel Edukasi Perpajakan

Edukasi perpajakan dalam penelitian ini menggunakan 4 indikator dengan

6 item pernyataan. Distribusi jawaban responden disajikan dalam tabel berikut:
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Jawaban Responden Mengenai Edukasi Perpajakan

Tabel 4.6

JAWABAN RESPONDEN RATA-
ITEM
STS | TS R S SS RATA
EP 1 F 0 3 22 47 28 410
% 0 3% | 22% | 47% | 28%
P2 F 0 1 16 58 25 407
% 0 1% | 16% | 58% | 25%
EP3 F 0 0 13 56 31 418
% 0 0% | 13% | 56% | 31%
- F 0 0 12 56 32 42
% 0 0 12% | 56% | 32%
EPE F 0 1 6 62 31 417
% 0 1% 6% | 62% | 31%
EP & F 0 0 9 58 33 424
% 0 0 9% | 58% | 33%

Sumber : Data Primer diolah Peneliti, 2025

EP 1, sebagaian besar responden dengan rata-rata 4,10 setuju bahwa wajib

pajak sering mencari informasi mengenai peraturan perpajakan terbaru.

EP 2, sebagaian besar responden dengan rata-rata 4,07 setuju bahwa edukasi

perpajakan mengenai peraturan perpajakan terbaru mudah diakses.

EP 3, sebagaian besar responden dengan rata-rata 4,18 setuju bahwa pajak

yang dibayarkan digunakan untuk membiayai pembangunan negara

EP 4, sebagaian besar responden dengan rata-rata 4,2 setuju bahwa pajak

merupakan sumber pendapatan negara.

EP 5, sebagaian besar responden dengan rata —rata 4,17 setuju bahwa setiap

wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.
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f. EP 6, sebagaian besar responden setuju dengan rata- rata 4,24 bahwa sanksi

yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.1.3.3 Variabel Pengetahuan Perpajakan

Tabel 4. 7Jawaban Responden Mengenai PP

JAWABAN RESPONDEN RATA-
ITEM
STS | TS R S SS RATA
PP 1 F 0 6 24 38 32 3,96
% | O 6% | 24% | 38% 32%
PP 2 F 0 3 18 49 30 4,06
Y% 0 3% | 18% | 49% 30%
PP 3 F 0 2 13 47 38 421
Y% 0 2% | 13% | 47% 38%
PP 4 F 0 3 17 45 35 412
Y% 0 3% | 17% | 45% 35%
PP 5 F 0 3 20 45 32 4,06
Y% 0 3% | 20% | 45% 32%
PP 6 F 0 3 21 43 33 4,06
% 0 3% | 21% | 43% 33%
Pp 7 F 0 10 18 43 29 3,91
% 0 |10% | 18% | 43% 29%
PP 8 F 0 7 15 47 31 4,02
% 0 7% | 15% | 47% 31%

Sumber : Data Primer diolah Peneliti, 2025

a. PP 1, sebagaian besar responden setuju dengan rata-rata 3,96 bahwa

pengetahuan perpajakan membantu dalam memenihi kewajiban perpajakan.

b. PP 2, sebagaian besar responden setuju dengan rata-rata 4,06 bahwa wajib

pajak sering mencari

informasi pengetahuan perpajakan mengenai

perubahan peraturan perpajakan.
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c. PP 3, sebagaian besar responden setuju dengan rata-rata 4,21 bahwa
pemahaman tentang fungsi perpajakan penting untuk menjadi wajib pajak
yang bertanggung jawab.

d. PP 4, sebagaian besar responden setuju dengan rata-rata 4,12 bahwa wajib
pajak memahami pajak yang berfungsi sebaga sumber pendapatan utama
bagi negara.

e. PP 5, sebagaian besar responden setuju dengan rata-rata 4,06 bahwa wajib
pajak mengetahui sumber informasi yang tepat mengenai perkembangan
peraturan perpajakan yang berlaku.

f. PP 6, sebagaian besar responden setuju dengan rata-rata 4,06 bahwa wajib
pajak mengetahui berbagai jenis pajak di Indonesia yang dikenakan dalam
sistem perpajakan.

g. PP 7, sebagaian besar responden setuju dengan rata-rata 3,91 bahwa setiap
wajib pajak memaham langkah-langkah dalam melakukan pembayaran
pajak.

h. PP 8, sebagaian besar responden setuju dengan rata-rata 4,02 bahwa hampir
seluruh wajib pajak mengetahui konsekuensi yang mungkin timbul jika

terlambar membayar pajak.

4.1.3.4 Variabel Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP

Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP dalam penelitian ini dukur
menggunakan 4 indikator dengan 8 item pernyataan. Distribusi jawaban responden

disajikan dalam tabel berikut :
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Tabel 4. 8

Jawaban Responden mengenai Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP

JAWABAN RESPONDEN

ITEM RATA-RATA
STS TS R S SS

PNN 1 F 0 16 23 33 28 3,73
Y% 0 16% 23% 33% 28%

PNN 2 F 0 14 16 45 25 3,81
Y% 0 14% 16% 45% 25%

PNN 3 F 0 11 23 47 19 3,74
Y% 0 11% 23% 47% 19%

PNN 4 F 0 3 13 45 39 4.2
Y% 0 3% 13% 45% 39%

PNN 5 F 0 8 13 47 32 4,03
Y% 0 8% 13% 47% 32%

PNN 6 F 0 10 14 42 34 4
% 0 10% 14% 42% 34%

PNN 7 F 0 7 15 40 38 4,09
% 0 % 15% 40% 38%

PNN 8 F 0 10 14 44 32 3,98
% 0 10% 14% 44% 32%

Sumber : Data Primer diolah Peneliti, 2025

a. PNN 1, sebagaian besar responden setuju dengan rata-rata 3,73 bahwa wajib

pajak memahami pemadanan NIK dengan NPWP bertujuan untuk

menyederhanakan administrasi perpajakan.

b. PNN 2 sebagaian besar responden setuju dengan rata-rata 3,81 bahwa wajib

pajak mengetahui pemadanan NIK dengan NIK akan mempermudah proses

pelaporan pajak di masa mendatang

c. PNN 3, sebagaian besar responden setuju dengan rata-rata 3,74 bahwa

setiap wajib pajak mengikuti perkembangan terbaru mengenai peraturan

pemadanan NIK dengan NPWP.
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d. PNN 4, sebagaian besar responden setuju dengan rata-rata 4,2 bahwa setiap
wajib pajak mengetahui perubahan dalam prosedur pemadanan NIK dengan
NPWP.

e. PNN 5, sebagaian besar responden setuju dengan rata-rata 4,03 bahwa wajib
pajak mengetahui membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara
Indonesia.

f. PNN 6, sebagaian besar responden setuju dengan rata-rata 4 bahwa wajib
pajak mengetahui pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan
negara.

g. PNN 7, sebagaian besar responden setuju dengan rata-rata 4,09 bahwa jika
tidak mematuhi kebijakan pajak, saya akan dikenakan sanksi.

h. PNN 8, sebagaian besar responden setuju dengan rata-rata 3,98 bahwa

sanksi yang akan dikenakan jika tidak membayar pajak cukup berat.

4.1.3.5 Variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan 4
indikator dan 8 item pernyataan. Distribusi jawaban responden disajikan dalam

tabel berikut :

Tabel 4.9
Jawaban Responden Ketidakpatuhan Wajib Pajak

[TEM JAWABAN RESPONDEN RATA-RATA
STS TS R S SS
KP 1 F 0 6 12 47 35 411
% 0 6% 12% 47% 35%
KP 2 F 0 7 20 37 36 4,02
% 0 7% 20% 37% 36%
KP 3 F 0 2 15 48 35 4,16
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% 0 2% 15% 48% 35%

KP 4 F 0 6 19 46 29 3,98
% 0 6% 19% 46% 29%

KP 5 F 0 3 18 43 36 412
% 0 3% 18% 43% 36%

KP 6 F 0 1 14 51 34 418
% 0 1% 14% 51% 34%

KP 7 F 0 2 9 42 47 4,34
% 0 2% 9% 42% 47%

KP 8 F 0 3 8 47 42 4,28
% 0 3% 8% 47% 42%

Sumber : Data Primer diolah Peneliti, 2025

a. KP 1, sebagaian besar responden setuju dengan rata-rata 4,11 bahwa tidak

sepenuhnya memahami bagaiman pajak yang dibayarkan digunakan untuk
pembangunan negara

KP 2, sebagaian besar responden setuju dengan rata-rata 4,02 bahwa
membayar pajak merupakan beban yang tidak perlu.

KP 3, sebagaian besar responden setuju dengan rata-rata 4,16 bahwa sistem
pajak dianggap tidak adil, maka banyak orang yang akan terdorong untuk
menghindari pajak.

KP 4, sebagaian responden setuju dengan rata-rata 3,98 bahwa jika
pengawasan terhadap wajib pajak, maka akan banyak orang yang tidak jujur
dalam melaporkan penghasilannya.

KP 5, sebagaian responden setuju dengan rata-rata 4,12 bahwa pemerintah
tdak transparan dalam pengelolaan anggaran negara.

KP 6, sebagaian responden setuju dengan rata-rata 4,18 bahwa tidak percaya
bahwa pemerintah akan memberikan pelayanan yang baik kepada

masyarakat jika pajak yang terkumpul semakin besar.
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g. KP 7, sebagaian responden setuju dengan rata-rata 4,34 bahwa khawatir
akan dikenakan sanksi jika terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak.

h. KP 8, sebagaian responden setuju dengan rata-rata 4,28 bahwa proses
pelaporan pajak yang rumit membuat wajib pajak merasa takut untuk

melakukan kesalahan.

4.1.4 Evaluasi Model Pengukuran ( Outer Model)

Outer Model dirancang untuk mengevaluasi validitas dan reproduktifitas
model. Dalam konteks ini, penilaian validitas berusaha untuk menentukan
kemanjuran instrumen penelitian dengan mengukur konstruksi yang dimaksud,
sedangkan penilaian reliabilitas berusaha untuk mengukur konsistensi jawaban
responden terhadap item kuesioner yang disajikan oleh peneliti. Bagian

selanjutnya menggambarkan hasil evaluasi outer model :

Gambar 4. 1
Evaluasi Outer Model
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a. Covergent Validity
Pada tahap awal penelitian, nilai outer loading melebihi 0,7 sering

dianggap cukup untuk menetapkan validitas konstruk. Namun demikian,
selama proses pengembangan skala, nilai pemuatan luar mulai dari 0,5
hingga 0,6 dianggap diizinkan, terutama jika penyelidikan mempertahankan
karakter eksplorasi. Secara bersamaan, varians rata-rata yang diekstraksi

(AVE) diakui valid ketika melampaui ambang 0,5 .

Tabel 4. 10
Uji Convergent Validity
Value
Variabel Indikator Loading Hasil
Factor
FT.1 0.739 Valid
FT.2 0.804 Valid
Fearing Tax FT.3 0.800 Valid
FT.4 0.765 Valid
FT.5 0.776 Valid
FT.6 0.757 Valid
EP.1 0.712 Valid
EP.2 0.727 Valid
Edukasi EP.3 0.788 Valid
Perpajakan EP.4 0.805 Valid
EP.5 0.723 Valid
EP.6 0.719 Valid
PP.1 0.780 Valid
PP.2 0.781 Valid
Pengetahuan PP.3 0.769 Valid
Perpajakan PP.4 0.761 Valid
PP.5 0.790 Valid
PP.6 0.785 Valid
PP.7 0.826 Valid
PP.8 0.759 Valid
Pemadanan PNN.1 0.791 Valid
NIK menjadi PNN.2 0.838 Valid
NPWP PNN.3 0.782 Valid
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PNN.4 0.811 Valid

PNN.5 0.847 Valid

PNN.6 0.821 Valid

PNN.7 0.816 Valid

PNN.8 0.846 Valid

KP.1 0.755 Valid

KP.2 0.813 Valid

KP.3 0.747 Valid

Ketidakpatuhan KP.4 0.765 Valid
wajib pajak KP.5 0.718 Valid
KP.6 0.742 Valid

KP.7 0.720 Valid

KP.8 0.734 Valid

Sumber : Data diolah, 2025

Pada Tabel 4.10 Temuan yang diperoleh dari analisis menjelaskan bahwa
setiap indikator berhasil mencapai skor kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya, khususnya melampaui nilai ambang 0,7. Temuan ini menandakan
bahwa semua variabel yang dievaluasi dalam ruang lingkup penelitian ini sesuai
dengan tolok ukur validitas yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat
disimpulkan bahwa variabel secara konsisten selaras dengan Kkriteria
pengukuran yang telah dirumuskan dengan cermat, sehingga memperkuat

validitas keseluruhan dari konstruksi penelitian.

b. Average Variance Extracted (AVE)
Average Variance Extracted (AVE) digunakan untuk menilai sejauh
mana indikator dalam konstruk menunjukkan asosiasi internal yang kuat di
antara masing-masing variabel laten. AVE berfungsi sebagai metrik
validitas konvergen, menandakan kemampuan indikator ini untuk secara

andal mewakili variabel laten. Sebuah konstruk dapat dianggap memiliki
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validitas yang memadai jika nilai AVE yang dicapai melebihi 0,5, karena
ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% varians indikator tersebut secara

efektif diperhitungkan oleh variabel laten yang sedang diselidiki.

Tabel 4. 11
Uji AVE

Variabel Nilai AVE Hasil
FT 0.599 Valid
EP 0.599 Valid
PP 0.611 Valid
PNN 0.672 Valid
KP 0.562 Valid

Sumber : Data diolah , 2025

Pada tabel 4.11 temuan yang berasal dari analisis Average Variance
Extracted (AVE) menunjukkan bahwa semua variabel yang diperiksa dalam
penelitian ini mencapai nilai melebihi ambang 0,5. Ini mendukung pernyataan
bahwa variabel studi memenuhi persyaratan validitas seperti yang digambarkan
oleh metrik AVE. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa variabel yang diteliti
memiliki kapasitas yang cukup untuk menjelaskan varians indikator masing-
masing, sehingga mengkonfirmasikan pencapaian validitas konvergen untuk

setiap konstruk.

c. Composite Reability
Composite Reability berfungsi sebagai metrik untuk menilai tingkat
konsistensi internal dan keandalan instrumen dalam mengukur variabel atau
konsep tertentu. Koefisien Reliabilitas Komposit melebihi 0,7 menandakan
bahwa instrumen yang digunakan menunjukkan tingkat konsistensi yang

substansif dalam mengevaluasi variabel yang sedang diperiksa. Dalam
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istilah lain, nilai menandakan sejauh mana indikator yang membentuk
variabel laten menunjukkan keselarasan atau koherensi dalam
mengartikulasikan konsep yang diteliti. Sangat penting untuk memastikan
bahwa hasil pengukuran dapat diandalkan dan valid untuk memfasilitasi
analisis selanjutnya.

Tabel 4. 12

Uji Composite Reability
Comp.R Comp.R (rho_c)

Variabel (rho_a) Hasil
FT 0.876 0.899 Valid
EP 0.844 0.883 Valid
PP 0.910 0.926 Valid

PNN 0.931 0.942 Valid
KP 0.898 0.911 Valid

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.12 yang diperoleh dari analisis menunjukkan
bahwa semua  variabel yang diperiksa dalam penelitian menunjukkan
koefisien reliabilitas yang terpuji. Data empiris yang menguatkan
keberadaan variabel-variabel ini menyiratkan bahwa setiap variabel
memiliki tingkat konsistensi dan keandalan internal yang signifikan. Ini
menunjukkan bahwa alat pengukuran yang digunakan mampu secara
konsisten dan andal mewakili variabel-variabel ini, sehingga memvalidasi
kesesuaiannya untuk analisis selanjutnya dan memperkuat kredibilitas hasil

penelitian.

. Cronbach Alpha
Cronbach Alpha mewakili pendekatan kuantitatif yang digunakan
untuk menilai tingkat konsistensi internal di antara item dalam kuesioner

atau instrumen penelitian. Nilai Cronbach Alpha yang melampaui ambang
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0,7 menunjukkan bahwa item menunjukkan tingkat konsistensi yang
signifikan, sehingga membuatnya dapat diandalkan untuk pengukuran
variabel yang ditentukan. Intinya, nilai-nilai ini menandakan sejauh mana
item dalam kuesioner menunjukkan korelasi positif satu sama lain dan
secara kolektif menggambarkan konsep atau konstruksi yang sedang
diselidiki. Peningkatan nilai Cronbach Alpha berkorelasi dengan
peningkatan konsistensi dan keandalan instrumen dalam menghasilkan data

yang valid dan kredibel.

Tabel 4. 13
Uji Cronbach Alpha

Variabel Cronbach Alpha Hasil
FT 0.867 Valid
EP 0.840 Valid
PP 0.909 Valid
PNN 0.930 Valid
KP 0.889 Valid

Sumber : Data diolah, 2025
Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengidentifikasi adanya
hubungan atau korelasi antar variabel bebas dalam suatu model regresi.
Model regresi yang baik ditandai dengan tidak adanya korelasi antara
variabel-variabel independen. Pengujian multikolinieritas dapat dilakukan
dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai toleransi
lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, maka model dinyatakan tidak

mengalami multikolinieritas. Sebaliknya, jika nilai toleransi kurang dari
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atau sama dengan 0,10 dan VIF sebesar 10 atau lebih, maka model tersebut

terindikasi mengalami multikolinieritas.

Tabel 4. 14
Uji Multikolinearitas
Variabel VIF
FT 1.648
EP 2.357
PP 2.366
PNN 2.137

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada Tabel
4.14, diketahui bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini
memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10. Variabel
Fearing Tax (FT) memiliki nilai VIF sebesar 1,648, Edukasi Perpajakan
(EP) sebesar 2,357, Pengetahuan Perpajakan (PP) sebesar 2,366, dan
Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP (PNN) sebesar 2,137. Nilai-
nilai tersebut menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas tidak
memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi yang

digunakan dalam penelitian ini.

4.1.5 Pengujian Inner Model
a. Uji Koefisien Determinasi (R?)

Tabel 4. 15
Uji Koefisien Determinas (R?)
R-Square R-squares adjusted
KP 0.632 0.616

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.15, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel
independen yang dianalisis secara bersama-sama memiliki pengaruh

signifikan dalam menjelaskan varians ketidakpatuhan di kalangan wajib
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pajak UMKM di Kota Malang. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,632
mengindikasikan bahwa sekitar 63,2% dari variabilitas yang terkait dengan
variabel dependen dapat dijelaskan oleh kontribusi variabel-variabel
independen tersebut. Dengan kata lain, model yang digunakan memiliki
kemampuan prediksi yang cukup kuat, sementara sisanya sebesar 36,8%
mungkin disebabkan oleh faktor lain di luar cakupan penelitian ini. Temuan
ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang diidentifikasi
merupakan determinan penting dalam memahami pola ketidakpatuhan
wajib pajak UMKM di wilayah tersebut.

b. Uji Path Coefficient

Tabel 4. 16
Uji Path Coefficient

Nilai Path

Hubungan Konstruk Coefficient Hasil
Fearing Tax terhadap .
Ketidakpatuhan Wajib Pajak 0,190 Positif
Edukasi Perpajakan terhadap .
Ketidakpatuhan Wajib Pajak 0,203 Positif
Pengetahuan Perpajakan
terhadap Ketidakpatuhan 0,148 Positif
Wajib Pajak
0,423 positif
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Kebijakan Pemadanan NIK
menjadi NPWP terhadap
Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.16, hasil analisis path coefficient mengungkapkan
pengaruh atau hubungan substantif di antara konstruksi laten yang diperiksa
dalam penyelidikan ini. Kesimpulan ini diambil dari fakta bahwa nilai-nilai path
coefficient terletak dalam interval -1 hingga 1, sesuai dengan parameter teoritis
yang merangkum besarnya dan orientasi hubungan antara konstruksi.
Selanjutnya, signifikansi asosiasi ini didukung oleh nilai-p yang berada di bawah
ambang batas yang telah ditentukan (biasanya ditetapkan pada 0,05),
menunjukkan bahwa hubungan yang ditetapkan secara statistik relevan dan
bukan hanya konsekuensi dari variasi acak. Temuan ini memberikan pembuktian
empiris yang menguatkan keterkaitan variabel laten yang diteliti dalam

penelitian ini.

Hipotesis pertama memperoleh nilai uji path coefficient sebesar 0,190
dengan hasil signifikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fearing tax

berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang.

Hipotesis kedua memperoleh nilai uji path coefficient sebesar 0,203 dengan
hasil signifikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa edukasi perpajakan

berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang,
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Hipotesis ketiga memperoleh nilai uji path coefficient sebesar 0,148 dengan
hasil signifikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan

berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang.

Hipotesis keempat memperoleh nilai uji path coefficient sebesar 0.423
dengan hasil signifikan, maka dapat ditarik kesimpulan kebijakan pemadanan
NIK menjadi NPWP berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak

UMKM Kota Malang.

4.1.6 Uji Hipotesis (bootstrap)

Tabel 4. 17
Uji Hipotesis
Hipotesis T-Statistic P-Values Hasil
Fearing Tax terhadap
Ketidakpatuhan Wajib 1,659 0,049 ditolak
Pajak
Edukasi Perpajakan
terhadap o
Ketidakpatuhan Wajib 1,729 0,042 diterima
Pajak
Pengetahuan
Perpajakan terhadap o
Ketidakpatuhan Wajib 1,844 0,033 diterima
Pajak
Kebijakan Pemadanan
NIK menjadi NPWP 4,352 0,000 diterima

terhadap
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Ketidakpatuhan Wajib
Pajak

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan pada tabel 4.17 maka hasil uji hipotesis yang telah dilakukan

dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Fearing Tax berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak
UMKM Kota Malang. Dengan nilai t-statistik 1,659, dan p-value bernilai
0,049. Hal ini menunjukkan bahwa fearing tax tidak berpengaruh terhadap
ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang.

b. Edukasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib
pajak UMKM Kota Malang. Dengan nilai t-statistik 1,729 dan p-value
bernilai 0,042. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi perpajakan berpengaruh
terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang.

c. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan
wajib pajak UMKM Kota Malng. Dengan nilai t-statistik 1,844 dan p-value
0,33. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh
terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang,

d. Kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP berpengaruh sangat signifikan
terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang. Dengan Nilai t-
statistik 4,352 dan p-value 0,000. Hal ini menumjukkan bahwa kebijakan
pemadanan NIK menjadi NPWP berpengaruh sangat kuat terhadap

ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang.
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4.2 Pembahasan
4.2.1 Pengaruh Fearing Tax terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diketahui bahwa fearing tax
terhadap ketidakpatuhan wajib pajak signifikan, karena nilai yang diperoleh
berada di bawah batas signifikansi yang ditetapkan, serta didukung oleh path
coeffiecient yang menunjukkan signikansi antara kedua variabel. H1
menyatakan bahwa fearing tax terhadap ketidakpatuhan wajib pajak memiliki
hubungan negatif dapat ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat
hubungan positif yang signifikan antara variabel mengidentifikansikan bahwa
semakin tinggi tingkat ketakutan terkait pajak, semakin besar pengaruhnya
terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang. Fearing tax adalah
ketakutan atau perasaan cemas yang dialami wajib pajak terhadap kebocoran
data pribadi, kompleksitas perpajakan dan kurangnya pemahaman perpajakan
yang harus dipenuhi. Ketidakpatuhan pajak merupakan masalah yang
membutuhkan pendekatan komprehensif. Hasil penelitian bertolak belakang
dengan temuan Viliona dkk.,(2021)yang menunjukkan bahwa kompleksitas
perpajakan memiliki pengaruh negatif yaitu, meskipun sistem perpajakan rumit,

wajib pajak akan tetap patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diratama
dkk.,(2022), Syarli., (2023), Trawule et al., (2022), dan Hiong (2022) yang
mana dalam penelitian mereka menemukan bahwa fearing tax yang mencakup
ketakutan akan kebocoran data, kompleksitas perpajakan dan kurangnya

pemahaman wajib pajak yang menyebabkan ketidakpatuhan. Penelitian ini
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menunjukkan bahwa semakin tinggi fearing tax maka semakin tinggi perilaku
ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak. Oleh karena itu, untuk mengurangi
rasa ketakutan atau cemas yang dialami oleh wajib pajak UMKM Kota Malang

perlu dilakukan langkah strategis untuk mengatasinya.

4.2.2 Pengaruh Edukasi Perpajakan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh bahwa variabel
edukasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
ketidakpatuhan wajib pajak yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang
memenuhi Kriteria serta path coefiecient yang bernilai positif. Penelitian ini
menunjukkan peningkatan edukasi perpajakan berkolerasi dengan penurunan
ketidakpatuhan wajib pajak. Edukasi perpajakan merupakan solusi strategis
yang memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana
edukasi perpajakan yang tepat dan berkelanjutan akan menurunkan tingkat
ketidakpatuhan serta meningkatkan kontribusi wajib pajak, sehingga edukasi
perpajakan yang efektif tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga berperan
dalam membentuk perilaku serta sikap positif terhadap kewajiban
perpajakan(Handoko, 2023). Edukasi perpajakan tidak hanya sekedar untuk
mempelajari pengetahuan perpajakan, tetapi menjadi proses pemahaman,
edukasi dapat mengubah persepsi wajib pajak terhadap hak dan kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syadat
dkk., (2022), Maulida dkk., (2022), dan Darmian L.,(2022) yang menyatakan
bahwa edukasi perpajakan berpengaruh positif dalam meningkatkan

pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan. Dengan
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pemahaman yang lebih baik, akan menurunkan ketidakpatuhan wajib pajak.
Pada akhirnya edukasi perpajakan yang efektif mampu mendorong terciptanya
perilaku yang patuh terhadap kewajiban perpajakan, sekaligus membangun

kesadaran dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

4.2.3 Pengetahuan Perpajakan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diketahui bahwa variabel
pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
ketidakpatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan oleh nilai signikansi yang
memenuhi kriteria dan path coefiecient yang bernilai positif. Penelitian ini
menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan dapat berkontribusi
pada pengurangan ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang.
Pengetahuan perpajakan merupakan fondasi penting bagi wajib pajak untuk
berperilaku patuh pada kewajiban perpajakan. Eriksen dan Fallan dalam
penelitian yang dikemukakan oleh Handoko (2023) menyebutkan bahwa
pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap ketidakpatuhan
wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki, maka
semakin rendah ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa
pemahaman yang baik mengenai perpajakan secara langsung memengaruhi

tingkat kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Sejalan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azhari et al.,(2023); Destia et
al.,(2022);Hanapi(2022); dan Suparyanto(2020) yang menyatakan bahwa

pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib
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pajak. Pengetahuan perpajakan yang komprehensif mengenai perpajakan,
memiliki informasi yang cukup dan memiliki rasa tanggung jawab akan
kewajiban perpajakan, pada umumnya wajib pajak akan mengalami
peningkatan kepercayaan untuk melakukan kepatuhan perpajakan. Wajib pajak
yang memiliki pengetahuan perpajakan akan cenderung untuk patuh pada

kewajiban perpajakannya.

4.2.4 Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP Terhadap Ketidakpatuhan
Wajib Pajak
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diketahui bahwa kebijakan
pemadanan NIK menjadi NPWP berpengaruh positif dan sangat signifikan
terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang, yang ditunjukkan
oleh nilai signifikansi yang sangat memenuhi kriteria dan path coeficient yang
bernilai positif. Penelitian ini menunjukkan semakin banyak wajib pajak yang
melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, semakin rendah tingkat
ketidakpatuhan wajib pajak. Tujuan dari kebijakan ini menyederhanakan proses

administrasi perpajakan.

Penelitian ini sejalan dengan teori yang dicetuskan oleh Ajzen(2006) dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Soemartono et al.,(2023); dan Rozy et al.,(2023) yang
menyatakan bahwa kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP berpengaruh
terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang telah melakukan

kebijakan pemadanan ini akan menjadi lebih patuh dikarenakan proses
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administrasi menjadi lebih mudah dan menurunkan tingkat ketidakpatuhan

wajib pajak.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh fearing tax , edukasi
perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kebijakan pemadanan NIK menjadi
NPWP terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Malang.
Berdasarkan hasil analisis SEM menggunakan SmartPLS 4.0, dapat
diintepretasikan bahwa dari 4 hipotesis yang diajukan dan semua terdukung.

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Fearing tax berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak
UMKM di Kota Malang. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM di
Kota Malang memiliki ketakutan atau kekhawatiran secara statistik
terhadap kebocoran data, kompleksitas perpajakan dan kurangnya
pemahaman yang berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

2. Edukasi perpajakan berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib
pajak UMKM di Kota Malang. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib
pajak yang memiliki edukasi perpajakan komprehensif akan cenderung
lebih patuh terhadap pajak dan dapat menurunkan tingkat
ketidakpatuhan wajib pajak.

3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan
wajib pajak UMKM di Kota Malang. Hal ini mengindikasikan bahwa

wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan, memiliki informasi
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yang cukup akan mempunyai rasa kepercayaan akan perpajakannya dan
cenderung akan lebih patuh terhadap kewajibannya.

4. Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP berpengaruh positif sangat
signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM di Kota
Malang. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan ini memberikan
dampak yang sangat signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak,
dimana wajib pajak yang telah melakukan pemadanan ini cenderung
akan lebih patuh karena tujuan dari pemadanan ini adalah
menyederhanakan proses administrasi perpajakan dan menurunkan

tingkat ketidakpatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Adapun saran yang disajikan peneliti dengan melihat hasil penelitian yakni

sebagai berikut :

1. Bagi UMKM, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau
landasan teoritis untuk mengambil keputusan dan meningkatkan kepatuhan
pajak UMKM, khususnya UMKM di Kota Malang. Upaya yang dapar
dilakukan berupa fokus pada kewajiban perpajakan dan tetap up-to-date
dalam perkembangan perpajakan di Indonesia terkhusus mengenai Pajak
UMKM.

2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan objek penelitian serta
menggunakan variabel-variabel lain yang berbeda guna memperoleh

pemahaman yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang
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memengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak UMKM, baik di kota lain
maupun secara nasional. Perbandingan hasil antar wilayah ini diharapkan
dapat memberikan informasi yang lebih luas mengenai aspek-aspek yang
memengaruhi ketidakpatuhan, serta mengkaji sejauh mana temuan yang
diperoleh di Kota Malang dapat diterapkan pada konteks penelitian yang
berbeda.

Bagi Pemerintah diharapkan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya
pajak bagi UMKM terkait dengan langkah strategi dalam mengatasi
ketakutan dan transparansi mengenai perpajakan. Dukungan ini dapat
membantu UMKM memahami dan meningkatkan perilaku kepatuhan

perpajakannya.
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LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth :
Bapak/Ibu/Saudara/l Responden

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa Program Strata Satu
Universitas Islam Negeri Maulana (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti
yang bernama Ariyanti Septy Riyandini, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi,
bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul
“Pengaruh Fearing Tax, Edukasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan
Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP Terhadap Ketidakpatuhan
Wajib Pajak UMKM Kota Malang”.

Sehubungan dengan hal tersebut peneliti mengharapkan kesediaan
Bapak/Ibu/Saudara/l untuk meluagkan waktu sejenak untuk mengisi beberapa
pertanyaan pada kuesioner ini. Peneliti berharap kepada semua pihak yang terpilih
sebagai responden dalam penelitan ini dapat bekerja sama dalam memberikan
informasi serta jawaban atas pertanyaan secara benar, jujur dan objektif.

Data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan
tidak akan digunakan sebagai penelitian penelitian kinerja tempat
Bapak/Ibu/Saudara/l usaha, sehingga peneliti akan menjaga kerahasiaan sesuai
dengan kode etik penelitian.

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/l yang telah meluangkan
waktu untuk mengisi kuesioner guna membantu kelancaraan penelitian ini.

Malang, November 2024
Peneliti,

Ariyanti Septy Riyandini
NIM. 210502110114
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1. ldentitas Responden

Petunjuk pengisian : berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling

sesuai dengan keadaan Bapak/lbu/Saudara/l untuk pertanyaan dibawah ini

a. Nama Usaha USSR S PP PRROIN
b. Apakah anda memiliki NPWP?
e Telah Terdaftar
e Tidak Terdaftar
c. Apakah anda telah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP?
e Telah Melakukan
e Tidak Melakukan
2. Rincian pertanyaan
Petunjuk pengisian : Semua pertanyaan ini merupakan tanggapan
Bapak/Ibu/Saudara/l terhadap fearing tax, edukasi perpajakan, pengetahuan
perpajakan dan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP pada UMKM
Kota Malang,
Dari setiap jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/l,

mohon untuk diberikan tanda centang :

Keterangan :

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju

3 : Ragu-Ragu

4. S : Setuju

5. SS . Sangat Setuju
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Variabel (X1) Fearing Tax

No

Pernyataan

STS

TS

SS

Saya sangat khawatir data pribadi saya
yang digunakan untuk keperluan
perpajakan akan disalahgunakan oleh
pihak yang tidak bertanggung jawab

Kebocoran data pribadi terkait pajak
membuat saya enggan untuk
memberikan informasi yang diminta
oleh pihak pajak

Peraturan dan prosedur perpajakan di
Indonesia terlalu rumit untuk di
pahami oleh masyarakat umum

Saya merasa kesulitan dalam
memahami peraturan perpajakan di
Indonesia

Saya merasa kurang informasi
mengenai hak dan kewajiban saya
sebagai wajib pajak

Saya kesulitan untuk mendapatkan
informasi yang jelas mengenai
peraturan perpajakan dari berbagai
sumber informasi

Variabel (X2) Edukasi Perpajakan

No

Pernyataan

STS

TS

SS

Saya sering mencari informasi
mengenai peraturan perpajakan terbaru

Saya merasa edukasi perpajakan
mengenai peraaturan perpajakan
terbaru mudah diakses

Saya memahami bahwa pajak yang
saya bayarkan digunakan untuk
membiayai pembangunan negara
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Saya setuju bahwa pajak merupakan
sumber pendapatan negara

Saya sadar bahwa wajib pajak harus
memenuhi kewajiban perpajakannya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Saya setuju bahwa sanksi yang
diberikan kepada wajib pajak yang
tidak memenuhi kewajibannya harus
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Variabel (X3) Pengetahuan Perpajakan

No

Pernyataan

STS

TS

SS

Saya percaya bahwa pengetahuan saya
mengenai perpajakan membantu saya
dalam memenuhi kewajiban
perpajakan saya

Saya sering mencari informasi
pengeahuan perpajakan mengenai
perubahan peraturan perpajakan.

Saya percaya bahwa pemahaman
tentang fungsi perpajakan penting
untuk menjadi wajib pajak yang
bertanggung jawab.

Saya memahami bahwa pajak
berfungsi sebagai sumber pendapatan
utama bagi negara.

Saya mengetahui sumber informasi
yang tepat mengenai peraturan
perpajakan yang berlaku.

Saya mengetahui berbagai jenis pajak
yang dikenakan dalam sistem
perpajakan.
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Saya memahami langkah-langkah
yang diperlukan untuk melakukan
pembayaran pajak

Saya mengetahui konsekuensi yang
mungkin timbul jika terlambat
membayar pajak.

<

ariabel (X4) Kebijakan Pemadanan NI

K menjadi NPWP

No

Pernyataan

STS

TS

SS

Saya merasa bahwa pemadanan
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) efektif dalam administrasi
perpajakan.

Saya mengetahui bahwa pemadanan
NIK dengan NPWP akan
mempermudah proses pelaporan pajak
saya di masa mendatang.

Saya mengikuti perkembangan terbaru
mengenai perubahan peraturan
pemadanan NIK dengan NPWP.

Saya mengetahui bahwa terdapat
perubahan-perubahan dalam prosedur
pemadanan NIK dengan NPWP.

Saya menyadari bahwa membayar
pajak adalah kewajiban setiap warga
negara Indonesia

Saya memahami bahwa pajak yang
saya bayarkan akan digunakan untuk
pembangun negara

Saya mengetahui bahwa jika tidak
mematuhi kebijakan pajak, saya akan
dikenakan sanksi
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Saya memahami bahwa sanksi yang
akan dikenakan jika tidak membayar
pajak cukup berat.

Variabel Y (Ketidakpatuhan Wajib Pajak)

No

Pernyataan

STS

TS

SS

Saya tidak sepenuhnya memahami
bagaimana pajak yang saya bayarkan
digunakan untuk pembangunan negara.

Saya merasa bahwa membayar pajak
adalah beban yang tidak perlu.

Jika sistem pajak dianggap tidak adil,
maka banyak orang akan terdorong
untuk menghindari pajak.

Saya percaya bahwa jika pengawasan
terhadap wajib pajak lemah, maka
akan banyak orang yang tidak jujur
dalam melaporkan penghasilannya.

Saya merasa bahwa pemerintah tidak
transparan dalam pengelolaan
anggaran negara.

Saya tidak percaya bahwa pemerintah
akan memberikan pelayanan yang baik
kepada masyarakat jika pajak yang
terkumpul semakin besar.

Saya khawatir akan dikenakan sanksi
jika terjadi kesalahan dalam pelaporan
pajak.

Proses pelaporan pajak yang rumit
membuat saya merasa takut untuk
melakukan kesalahan.
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Lampiran 2 Tabulasi Data
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Lampiran 3 Hasil Output Smart PLS 4.0

KP.1 0.632 0616

EP.2-> KP.1 0.203 0.198 0.110 1.544 0.033
FT.1-> KP.1 0.190 0.198 0.115 1659 0.049
PNN.4-> KP.1 0.423 0425 0.097 4352 0.000
PP.3-» KP.1 0,148 0.145 0.085 1729 0,042
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